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ABSTRACT

Nur Imamatul Kholifah, 2019, Indonesian Protests in Responding to Indonesian
Migrant Workers Who Have Executed Death non-Notification by Saudi Arabia in
2018, Thesis of International Relations Study Program Faculty of Social and
Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: Saudi Arabia, Death Execution without-Notification, Indonesia,
Indonesian Migrant Workers, Protest

At 2018 became the third period of Indonesian Migrant Workers who were
executed without notification by Saudi Arabia, after previously was occured in
2011 and 2015. But Indonesia responding there was only took action in protest.
Therefore the formulation of the problem taken was why Indonesia did protest
action in response to the execution of Indonesian Migrant Workers without
notification in Saudi Arabia in 2018, even though Indonesia has another option by
bringing the case to the ICJ. By using an explanative qualitative approach, and the
concept of rational choice. Researchers see that rational choice as rational
considerations Indonesia prefers protests with consideration: first, it does not
worsen the relationship between the two. Second, Indonesia can still carry out
negotiations. Third, so that Saudi Arabia knows the position of Indonesia and is
willing to provide notifications in the future. Fourth, Indonesia continues to
respect Saudi Arabia's national law and applies the principle of non-intervention.

ABSTRAK

Nur Imamatul Kholifah, 2019, Protes Indonesia atas Eksekusi Mati Tanpa-
Notifikasi Pekerja Migran Indonesia oleh Arab Saudi pada Tahun 2018, Skripsi
Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan 1lmu Politik UIN
Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Arab Saudi, Eksekusi Mati tanpa Notifikasi, Indonesia, Pekerja
Migran Indonesia, Protes

Tahun 2018 menjadi periode ketiga dari adanya Pekerja Migran Indonesia yang
dieksekusi mati tanpa notifikasi oleh Arab Saudi, setelah sebelumnya sudah
terjadi pada tahun 2011 dan 2015. Namun dalam merespon hal tersebut Indonesia
hanya melakukan tindakan protes. Rumusan masalah yang diambil adalah
mengapa Indonesia melakukan aksi protes untuk menanggapi eksekusi mati
Pekerja Migran Indonesia tanpa notifikasi di Arab Saudi pada tahun 2018, padahal
Indonesia memiliki opsi lain dengan membawa kasus tersebut ke ICJ. Dengan
mengunakan pendekatan kualitatif eksplanatif, dan teori rational choice. Teori
rational choice peneliti lihat sebagai pertimbangan rasional Indonesia lebih
memilih tindakan protes dengan beberapa pertimbangan: pertama, terjaganya
hubungan baik antara keduanya. Kedua, tetap bisa melakukan negosiasi. Ketiga,
Arab Saudi bisa mengetahui posisi Indonesia. Keempat, Indonesia tetap
menghargai hukum nasional Arab Saudi.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan tak manusiawi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Pekerja
Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Arab Saudi. Dari mulai tindakan
penganiayaan, pelecehan seksual, perbudakan, gaji tidak dibayar hingga terjerat
masalah hukum dan vonis hukuman mati. MoU (Memorandum of Understanding)
tentang Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi
yang ditanda tangani oleh pihak keduanya pada tahun 2014, sebagai nota
kesepahaman pertama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang
ketenagakerjaan yang pada awalnya dianggap mampu untuk mengurangi
permasahan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi malah seperti tidak memiliki
andil sama sekali, karena masih banyak Pekerja Migran Indonesia yang
bermasalah di negara tersebut.

Pada tahun 2018, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan adanya 2
eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi yaitu Zaini Misrin dan Tuti
Tursilawati. Zaini merupakan seorang Pekerja Migran Indonesia yang mulali
bekerja di Arab Saudi sejak tahun 1992 sebagai supir pribadi. Pekerja Migran

Indonesia asal Bangkalan Madura tersebut divonis hukuman mati pada 17



November 2008 dengan sebab kasus tuduhan pembunuhan atas majikannya pada
tahun 2004."

Menurut keterangan anak korban, majikan Zaini meninggal dengan cara
ditusuk saat sedang tidur di kamar pribadi. Zaini yang saat itu sedang berada
dihalaman rumah tiba-tiba ditangkap dan diborgol oleh pihak polisi Arab Saudi.?
Pemerintah Arab Saudi sempat memberikan izin PK (Peninjauan Kembali) atas
kasus Zaini Misrin pada Januari 2017, izin tersebut dikeluarkan atas sebab surat
permohonan yang ditulis secara langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Raja
Salman Al’Saud. Namun pada saat PK kedua masih berlangsung, Zaini Misrin
telah dikabarkan mengalami eksekusi mati pada 18 Maret 2018. *

Pada 28 Oktober 2018, eksekusi mati kembali dilakukan oleh pemerintah
Arab Saudi kepada Pekerja migran Indonesia asal Cikeusik, Malajengka, Jawa
Barat dan divonis hukuman mati pada juni 2011.* Tuti Tursilawati merupakan
Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi sebagai pekerja domestik di
kota Thaif pada tahun 2009. Tuti berangkat ke Arab Saudi untuk mencari
penghidupan yang lebih baik bersama ibunya yang sudah lebih dulu bekerja

disana. Menurut pengakuan ibunya, majikan Tuti masih berkelakuan wajar sesuai

! “Kisah Perantauan Zaini Misrin yang Berakhir di Tangan Algojo Arab Saudi,”
,Kompas.com, , 20 Maret 2018, diakses pada 28 Agustus 2019 , - https://amp--kompas-
com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasiona/read/2018/03/20/06331931/kisah-
perantauan-zaini-misrin-yang-berakhir-di-tangan-algojo.

2 Video dokumenter Mata Najwa Part 2 pada 29 Maret 2018 Gadai Nyawa di Negeri
Orang: Curahan Hati Anak Zaini Misrin,

¥ “Menggugat Arab Saudi atas Eksekusi Mati Zaini Misrin,” Tempo.C.O, 20 Maret 2018 ,
diakses pada 28 Agustus 2019 https://fokus-tempo-
co.cdn.ampproject.org/v/s/fokus.tempo.co/amp/1071307/menggugat-arab-saudi-atas-eksekusi-
mati-zaini-misrin,

* Friski Riana,” Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati,”
Tempo.CO, 30 Oktober 2018, diakses pada 28 Agustus 2019 ,
https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-
mati,



https://amp--kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasiona/read/2018/03/20/06331931/kisah-perantauan-zaini-misrin-yang-berakhir-di-tangan-algojo
https://amp--kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasiona/read/2018/03/20/06331931/kisah-perantauan-zaini-misrin-yang-berakhir-di-tangan-algojo
https://amp--kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasiona/read/2018/03/20/06331931/kisah-perantauan-zaini-misrin-yang-berakhir-di-tangan-algojo
https://fokus-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/fokus.tempo.co/amp/1071307/menggugat-arab-saudi-atas-eksekusi-mati-zaini-misrin
https://fokus-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/fokus.tempo.co/amp/1071307/menggugat-arab-saudi-atas-eksekusi-mati-zaini-misrin
https://fokus-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/fokus.tempo.co/amp/1071307/menggugat-arab-saudi-atas-eksekusi-mati-zaini-misrin
https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati
https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati

dengan kesepakatan kerja pada 3 bulan pertama, Tuti masih bisa berkomunikasi
baik dengan ibunya, namun di bulan selanjutnya gaji Tuti mulai tidak dibayar dan

perlakuan tak senonoh mulai dilakukan oleh majikan tuanya.’

Su’ud Mulhaq Al Utaibi yang merupakan majikan tua Tuti mulai memaksa
Tuti untuk memenuhi hasrat seksualnya.® Dalam investigasinya Tuti merasa kesal
dengan perlakuan majikan tuanya dan mendorong kursi roda korban hingga
meninggal dunia. Menurut Nisma Abdul Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia ,
pembunuhan tersebut dilakukan secara tak sengaja, karena Tuti hanya melakukan

pembelaan diri atas tindakan buruk majikan tuanya.’

Setelah melakukan pembunuhan berencana kepada majikan tuanya Su’ud
Mulhaq Al Utaibi pada 11 mei 2010, Tuti sempat melarikan diri ke Makkah
dengan membawa uang sebesar SR 31,500 dan beberapa perhiasan milik majikan.
Di tengah jalan Tuti diperkosa oleh 9 pemuda Arab yang membuat identitas

buronannya terbongkar sehari setelah kejadian itu.®

Hal yang patut menjadi perhatian peneliti adalah eksekusi mati 2 Pekerja

Migran Indonesia pada tahun 2018 tersebut dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi

® Video dokumenter Mata Najwa Part 1 pada 29 Maret 2018 “Gadai Nyawa di negeri
Orang”,

® Friski Riana,” Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati,”
Tempo.CO, 30 Oktober 2018, diakses pada 28 Agustus 2019 ,
https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-
w!

7 “Kata Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Soal Notifikasi Eksekusi Mati Tuti, ”
Nasional Kompas, 6 Desember 2018 , diakses pada 24 Februari 2019,
https://nasional.kompas.com/read/2018/11/13/16483901/kata-dubes-arab-saudi-untuk-indonesia-
soal-notifikasi-eksekusi-mati-tuti

®Friski Riana,” Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati,”
Tempo.CO, 30 Oktober 2018, diakses pada 28 Agustus 2019 ,
https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-
mati,
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https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati
https://nasional.kompas.com/read/2018/11/13/16483901/kata-dubes-arab-saudi-untuk-indonesia-soal-notifikasi-eksekusi-mati-tuti
https://nasional.kompas.com/read/2018/11/13/16483901/kata-dubes-arab-saudi-untuk-indonesia-soal-notifikasi-eksekusi-mati-tuti
https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati
https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati

tanpa adanya notifikasi sebelumnya. Dilihat dari berita setempat Lalu Muhammad
Igbal mengatakan bahwa Indonesia sangat menyayangkan adanya eksekusi mati
Zaini Misrin tanpa notifikasi dari pemerintah Arab Saudi apalagi mengingat
bahwa PK ke-dua masih berjalan.’ Sedangkan klarifikasi terkait dengan kematian
Tuti Tursilawati diumumkan oleh Direktur Perlidungan Warga Negara Indonesia
dan Badan Hukum Indonesia tersebut melalui konferensi pers dari berita harian
Kompas pada 29 Oktober 2018. Merespon terkait dengan tindakan yang dilakukan
oleh Arab Saudi tersebut, dari berita VOA disebutkan bahwa pemerintah
Indonesia melalui Menlu Retno Marsudi melakukan aksi protes kepada pihak
Arab Saudi.'®

Jika ditelusuri lebih lanjut, kasus Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati bukanlah
menjadi kasus pertama adanya Pekerja Migran Indonesia yang dieksekusi mati
tanpa-notifikasi oleh pemerintah Arab Saudi, melainkan merupakan kasus periode
ketiga setelah sebelumnya kasus tersebut sudah pernah terjadi pada tahun 2011
dan 2015. Kasus Ruyati binti Satubi pada tahun 2011 menjadi titik awal dari
kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Arab Saudi.
Ruyati merupakan pekerja migran pertama yang dieksekusi mati oleh pihak Arab
Saudi tanpa adanya notifikasi. Kasus Ruyati menjadi salah satu pendorong terkuat
dari diberlakukannya kebijakan moratorium oleh pemerintah Indonesia. Pada

masa itu Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa eksekusi

° Moh. Nadlir, “Kisah Perantauan Zaini Misrin yang Berakhir di Tangan Algojo Arab
Saudi,” Kompas.com, 20 Maret 2018 , diakses pada 24 Februari 2019, https://amp-kompas-
com.cdn.amproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/03/20/06331931/kisah-
perantauan-zaini-misrin-yang-berakhir-di-tangan-algojo-arab-saudi,
'° Eva Mazrieva, “Pancung TKI tanpa Pemberitahuan, Indonesia Protes Arab Saudi, « VoA
Indonesia, 30 Oktober 2018, diakses pada 28 Agustus 2019 , https://www-voaindonesia-
com.cdn.ampproject.org/v/s/www.voaindonesia.com/amp/4635891.html,
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https://www-voaindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.voaindonesia.com/amp/4635891.html
https://www-voaindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.voaindonesia.com/amp/4635891.html

tanpa notifikasi tersebut tidak hanya dilakukan pihak Arab Saudi kepada
Indonesia saja, namun pihak lain seperti Srilanka, Banglades dan Nepal juga turut
mendapatkan perlakuan yang sama.

Kronologis serupa juga terjadi kepada Siti Zaenab dan Karni binti Medi
Tarsem Pada tahun 2015, keduanya dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi
tanpa adanya notifikasi. Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsem merupakan dua
Pekerja Migran Indonesia yang divonis hukuman mati dikarenakan oleh kasus
pembunuhan yang mereka lakukan terhadap majikan. Siti Zaenab melakukan
pembunuhan kepada majikan perempuan yang kerap menyiksanya.'* Sedangkan
Karna binti Medi Tarsim divonis eksekusi mati dikarenakan telah membunuh
anak majikannya ketika tidur pada 2012 dan menjadi penyebab tewasnya majikan
laki-lakinya di lalu lintas.*

Eksekusi keduanya dilakukan oleh pihak Arab Saudi dengan selisih waktu
hanya satu hari, yaitu pada 14 April 2015 dan 16 April 2015 pada pukul 10:00
waktu setempat di penjara Yanbu, sedangkan dari pihak Indonesia sendiri baru
mendapatkan kabar atas berita eksekusi mati tersebut melalui KBRI Jedah dari
pengacara Khuddran Al- Zahrani pada pukul 16:00. Lalu Muhammad Igbal

selaku Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum

“Utami Diah Kusumawati,” Kronologi Siti Zaeab Hingga Dihukum Mati di Arab Saudi,”
CNN indonesia. 15 April 2015, diakses pada 24 Februari 2019,
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150415074100-20-46707/kronologi-siti-zaenab-hingga-
dihukum-mati-si-arab=-saudi ,

12 «TKI Karni Dihukum Mati, Di sini Lokasi Eksekusinya,” Nasional Tempo, 16 April 2015,
diakses pada, Dilihat 23 Februari 2018, diakses pada 24 Februari 2019,
https://nasional.tempo.co/read/658361/tki-karni-dihukum-mati-di-sini-lokasi-eksekusinya

® Hanna Azarya Samosir,” Kemlu: TKI Karni juga Dipancung Saudi tanpa Beri Tahu RI,”
CNN Indonesia, diakses pada 26 Juli 2019,
https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150416191757-106-47251/kemlu-tki-karni-juga-
dipancung-saudi-tabpa-beri-tahu-ri ,



https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150415074100-20-46707/kronologi-siti-zaenab-hingga-dihukum-mati-si-arab=-saudi
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150415074100-20-46707/kronologi-siti-zaenab-hingga-dihukum-mati-si-arab=-saudi
https://nasional.tempo.co/read/658361/tki-karni-dihukum-mati-di-sini-lokasi-eksekusinya
https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150416191757-106-47251/kemlu-tki-karni-juga-dipancung-saudi-tabpa-beri-tahu-ri
https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150416191757-106-47251/kemlu-tki-karni-juga-dipancung-saudi-tabpa-beri-tahu-ri

Indonesia Menlu menurut berita CNN mengatakan, Indonesia bukannya terlambat
mendapatkan notifikasi, namun tidak mendapatkan notifikasi. Lebih lanjut lagi
Lalu Muhammad Igbal juga mengatakan bahwa seharusnya notifikasi dilakukan 3
hari sebelum eksekusi kepada pihak pemerintahan tersangka.'* Menanggapi sikap
“semena-mena”’® Arab Saudi tersebut, pemerintah Indonesia melayangkan nota
protes dan memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk bertemu dengan Direktur
Jenderal Asia Pasifik Afrika Kemlu, Yur Tamrin.

Kekosongan notifikasi disebabkan oleh tidak adanya kerjasama notifikasi
kekonsuleran atau MCN (Mandatory Concular Notification) antara Indonesia
dengan Arab Saudi. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mulai gencar untuk
mendesak Arab Saudi untuk melakukan kerjasama tersebut. Menurut Lalu
Muhammad Igbal perjanjian tersebut diharapkan mampu untuk mencegah adanya
kejadian yang serupa seperti Tuti Tursilawati maupun 4 Pekerja Migran Indonesia
lainnya yang telah dieksekusi mati tanpa notifikasi oleh Arab Saudi terulang
kepada Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi yang lain. *°

Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi Warga Negara Asing
yang ada di negaranya. Perlindungan tersebut bisa berupa pemberian notifikasi
kepada pihak konsuler negara foreigner yang ada di negaranya tanpa adaya
penundaaan waktu terkait tentang kondisi warga negara mereka apabila

membutuhkan bantuan hukum, membutuhkan perwalian, mengalami kematian

 Ibid,

' Hasil Wawancara dengan Divisi Bantuan Hukum Warga Negra Indonesia Wilayah
Arab Saudi Kemlu pada Kamis, 11 Juni 2019 jam 16:00,

'¢ “Soal Eksekusi Tanpa Notifikasi, RI Ajak Saudi Buat Perjanjian” CNN Indonesia, 30
Oktober 2018, diakses pada 26 Juli 2019,
https://m.cnnindonesia.com/internasional/20181030190858-106-342723/soal-eksekusi-tanpa-
notifikasi-ri-ajak-saidi-buat-perjanjian,
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dan mengalami kecelakaan atau cidera yang serius. Pemberitahuan/ notifikasi
tersebut telah tertuang dalam konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler
dalam pasal 36 dan 37. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Arab
Saudi pada 29 juni 1988'". Namun terkait dengan ketidakadanya notifikasi dari
pihak Arab Saudi terkait dengan eksekusi mati Pekerja Migran Indonsia, pihak
Arab Saudi tetap bergeming dan menganggap bahwa pihaknya tidak melanggar
hukum Internasional karena itu hanya terkait keterlambatan pemberitahuan
eksekusi mati.'®

Dari latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melihat alasan
pemerintah Indonesia hanya melakukan tindakan protes, padahal tindakan
“semena-mena” yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan tidak memberikan
notifikasi kepada pihak Indonesia atas eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia
tersebut telah memasuki periode ketiga pada tahun 2018 dan melanggar kebiasaan
internasional.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis mengambil rumusan masalah “Mengapa
Indonesia hanya melakukan protes atas eksekusi mati tanpa-notifikasi Pekerja
Migran Indonesia oleh Arab Saudi pada tahun 2018?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan alasan Indonesia hanya melakukan protes atas eksekusi

mati tanpa-notifikasi Pekerja Migran Indonesia oleh Arab Saudi pada tahun 2018.

17 “UNTC,” Modifikasi terakhir 6 desember 2018,
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no-111-6&chapter=3&lang=en,

8 Andreas Gerry Tuwo, “Alasan Arab Saudi Tak Beri Tahu Eksekusi Siti Zainab,
Liputan6.com., 22 Juli 20186, diakses pada 28 Agustus 2019,
http://global.liputan6.com/read/2214285/alasan-arab-saudi-tak-beri-tahu-eksekusi-siti-zainab ,



https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no-III-6&chapter=3&lang=en
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan diharapkan guna mendapatkan manfaat secara

akademis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat Akademis
Dari sisi intelektual dan pengetahuan akademis, maka penelitian ini
diharapkan mampu memperkaya kajian ilmu Hubungan Internasional
dalam melihat kajian kebijakan luar negeri Indonesia dan memperdalam
isu terkait dengan Pekerja Migran Indonesia yang dieksekusi mati oleh
pihak Arab Saudi tanpa adanya notifikasi

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan berguna untuk:
a. Bahan bacaan masyarakat secara luas untuk mengetahui alasan protes
pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus eksekusi mati tanpa-
notifikasi oleh Arab Saudi pada periode ketiga ini dan hal-hal yang
menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan
kebijakan tersebut.
b. Bahan evaluasi kepada para pemangku kebijakan dalam mengatasi isu
yang sama di kemudian hari untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat
dan sesuai dengan kepentingan nasional.

E. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah maupun hasil penelitian adalah bagian yang tidak terpisahkan

dari unsur-unsur lainnya, baik berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan

permasalahan yang sedang dibahas oleh seorang peneliti. Sebuah karya ilmiah



setidaknya membutuhkan acuan yang menopang karya ilmiah yang sedang
dikerjakannya. Peneliti telah melakukan beberapa penelusuran dan menemukan
beberapa penelitian dengan mengangkat topik terdahulu mengenai permasalahan
tindakan hanya protes Indonesia atas eksekusi mati tanpa-notifikasi Pekerja

Migran Indonesia oleh Arab Saudi pada Tahun 2018.

Penelitian pertama dari skripsi Hubungan Internasional Desti purwanti®® yang
berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Permasalahan PRT
(Pekerja Rumah Tangga) di Arab Saudi pada Tahun 2006-2012 dengan
menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Alasan Desti memilih diantara kurun
waktu 2006-2012 dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia telah membentuk
BNP2TKI sebagai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa alasan masyarakat Indonesia menjadi
TKI dikarenakan oleh minimnya lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan
permintaan pekerjaan, sebagai pahlawan devisa, World Bank pada tahun 2009
mencatat bahwa sedikitnya remitansi yang didapat oleh pemerintahan Indonesia
sejumlah 6,7 milyar U$ dan jumlah tersebut naik menjadi 7,1 miliyar U$ pada
tahun 2010. Namun keuntungan tersebut dibarengi dengan kerugian yang
disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang diterima oleh TKI terutama
Pekerja Rumah Tangga di Arab Saudi mulai dari kekerasan sampai dihukum
gantung. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengalaman dan tingkat pendidikan

para TKI. Disamping itu, perekrutan illegal yang dilakukan oleh oknum-oknum

' Desty Purwanti, “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Permasalahan
PRT di Arab Saudi pada Tahun 2006-2012,” (Skripsi Hubungan Internasional: Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah, 2013),
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tertentu sehingga para TKI yang dikirim tidak memiliki pengalaman dan wawasan
yang memadai. Melihat banyaknya permasalahan tersebut mendorong pemerintah
Indonesia untuk melakukan pertemuan Joint Working Commite (JWC) dengan
pemerintah Arab Saudi sebelum membuat nota kesepakatan / MoU terkait dengan
perlindungan dan penempatan PRT TKI di Arab Saudi. Permintaan pemerintahan
Indonesia terkait dengan pertemuan tersebut adalah prinsip perlindungan,
kerjasama dan mekanisme perlindungan dan jangka penyelesaian MoU. Selain itu
Indonesia juga melakukan kebijakan seperti, pembentukan BNP2TKI dan satgas
TKI, kesepakatan penempatan pengiriman TKI ke Arab Saudi dan membentuk

peran KBRI Arab Saudi untuk melindungi PRT yang bermasalah.

Penelitian di atas meliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti.
Kesamaan tersebut terletak pada kebijakan pemerintah Indonesia dalam
menghadapi permasalahan TKI di Arab Saudi, sedangkan perbedaan tersebut
terletak pada: pertama, Desti menggunakan metode penelitian kualitatif-
deskriptif, sedang peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif-eksplanatif.
Kedua, jika Desti membahas tentang permasalahan TKI secara menyeluruh di
Arab Saudi, penelitian ini memiliki spesifikasi permasalahan mengenai Pekerja

Migran Indonesia yang dihukum mati tanpa notifikasi di Arab Saudi.

Penelitian kedua merupakan Jurnal Hubungan Internasional dari Ahmad

Jamaan dan Fitri Insani dengan judul Upaya Indonesia Membebaskan Tenaga
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Kerja Indonesia Terpidana Hukuman Mati di Arab Saudi (2011-2013).° Dalam
penelitian ini Fitri menggali permasalahan dengan melihat bagaimana hukum di
Arab Saudi terkait dengan tindakan kriminal. Arab Saudi menganut hukum islam
yang berpegang teguh pada al-Qur’an dan Sunnah dengan hukuman berupa hadd,
gishas, rajam dan ta’zir. Hukuman tersebut diperuntukkan kepada pidana
penyiksaan, pembunuhan, sihir dan perzinaan. Menurut data dari Kemenlu, kasus
pembunuhan mendapatkan peringkat kedua dengan jumlah 85 kasus di luar
negeri. Pembunuhan menjadi penyebab utama TKI terancam hukuman mati di
Arab Saudi. terdapat 28 orang TKI yang diancam hukuman mati di Arab Saudi
pada tahun 2011, terdapat 17 orang yang masih dalam proses peradilan,
dibebaskan 6 orang dan yang telah dieksekusi sebanyak 2 orang. Permasalahan
rumit yang menimpa TKI di Arab Saudi hingga ia masuk dalam masalah hukum
terpidana mati disebabkan oleh kurangnya pengetahuan calon TKI terkait dengan

negara penempatan.

Pembelaan diri menjadi sebab yang mendasari adanya beberapa kasus
pembunuhan hingga mereka mendapatkan hukuman vonis mati. Pembunuhan
tersebut juga disebabkan oleh banyaknya TKI ilegal lewat jalur umroh dan
beberapa penyalur tenaga kerja yang ilegal menambah kompleksitas dan tak
adanya pengetahuan calon TKI terkait dengan perbedaan hukum, tradisi dan
aturan di Arab Saudi. Tidak adanya kesepakatan Undang-Undang terkait dengan

bidang ketenagakerjaan diantara kedua belah pihak juga menjadi alasan kenapa

% Ahmad Jaman & Fitri Insani,” Upaya Indonesia Membebaskan Tenaga Kerja Indonesia
Terpidana Hukuman Mati di Arab Saudi (2011-2013),” ( Universitas Riau, Jom FISIP, Volume 2,
No 1, Februari 2015)
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perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia terutama dalam sektor informal

sangat sulit untuk dilakukan..

Dalam hukum internasional, disebutkan bahwa setiap negara memiiki
kewajiban untuk melindungi warga negaranya di dalam ataupun di luar batas
teritorinya. Banyaknya kasus penjatuhan hukuman mati TKI di Arab Saudi

membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa upaya berupa:

Pertama, Kebijakan moratorium. Penghentian sementara pengiriman TKI
sektor informal ke Arab Saudi disebabkan oleh banyaknya kasus yang terjadi
seperti gaji tidak dibayar, pemerkosaan, penyiksaan dll. Namun eksekusi mati
Ruyati binti Satubi menjadi puncak dari ditetapkannya kebijakan tersebut, belum
lagi dengan tidak adanya pemberitahuan dari pihak Arab Saudi kepada pihak
Perwakilan Indonesia yang membuat banyak pihak seperti instasi pemerintah,
LSM maupun media mendesak pemerintah untuk melakukan pemberhentian

pengiriman tenga kerja.

Kedua, diplomasi bilateral, diplomasi bilateral dilakukan oleh pihak
Indonesia dengan mengirimkan surat terkait dengan perundingan hukum TKI
yang terancam hukuman mati kepada Raja Arab Saudi. Surat permohonan ampun

juga dikirimkan oleh pihak Indonesia kepada ahli waris korban.

Ketiga, Membentuk satgas khusus, pembentukan satgas khusus
dimaksudkan untuk memetakan dan membantu TKI yang terancam hukuman

mati. Satgas atau satuan tugas ini merupakan organisasi yang bersifat ad hoc .
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Keempat, menunjuk Pengacara retainer tetap, untuk memaksimalkan
bantuan hukum terhadap TKI yang divonis hukuman mati, maka pemerintahan
Indonesia menyewa pengacara dari dua kantor pengacara dan konsultan yang

berbeda dengan waktu kontrak satu tahun.

Kelima adalah membayar diyat, hukuman membunuh atau biasa disebut
gishs. Qishas memiliki dua cara penghukuman, pertama adalah hukuman yang
setimpal dengan apa yang dilakukannya sedangkan yang kedua adalah dimaafkan

dengan syarat membayar denda senilai 200 unta atau 500 ribu riyal.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian
yang akan peneliti teliti. Persamaan tersebut berada dalam objek kajian terkait
dengan hukuman mati di Arab Saudi, sedangkan tingkat perbedaannya berada
pada intesitas tahun dan fokus yang akan diambil oleh peneliti yaitu hukuman

mati tanpa notifikasi.

Penelitian ketiga dari skripsi Hukum Zainuddin Irsyad (2016) dengan judul
Upaya Diplomatik terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Diancam
Hukuman Mati di Arab Saudi®* dengan menggunakan penelitian kualitatif
deskriptif. Dalam penelitiannya Zainudin mengawali dengan asal mula hukum
internasional dan implementasinya terhadap negara-negara yang telah
meratifikasi. Hal ini dikarenakan rumusan masalah dari Zainudin sendiri salah
satunya merupakan sinkronasi antara hukum internasional dan hukum nasional

Indonesia dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia yang memaparkan terkait

2! zainuddin Irsyad, “Upaya Diplomatik terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
yang Diancam Hukuman Mati di Arab Saudi,,” (Diploma thesis, Universitas Andalas. 2016,)
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dengan Undang-Undang no 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
TKI yang nyatanya tidak sesuai dengan UUD alenia ke 4 dan Konvensi Migran
yang telah ditanda tangani oleh pemerintah Indonesia pada tahun 199 . Konvensi
tersebut membahas tentang bahwa pemerintahan Indonesia akan melindungi
segenap warga negara Indonesia. Padahal, dalam realitanya perlindungan yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia belumlah efektif terutama dalam melakukan
diplomasi terkait permasalahan TKI yang dihukum mati di Arab Saudi yang

menjadi fokus penelitian Zainuddin.

Sedangkan dalam rumusan masalah yang kedua Zainuddin menanyakan
tentang bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia
terhadap perlindungan TKI yang dihukum mati di Arab Saudi. Zainuddin mulai
mengawali untuk menjawab rumusan masalah tersebut dengan melihat sejarah
kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dan kerajaan Arab Saudi.
Kerjasama tersebut diawali pada tahun 1970 dan semakin erat pada tahun-tahun
setelahnya salah satunya terkait perlindungan Tenaga Kerja Indonesai yang ada di
Arab Saudi . Upaya perlindungan tersebut dilakukan dengan 3 fase yaitu pra-
penempatan, penempatan dan perlindungan. Sedangkan dalam diplomasinya,
untuk menyelesaikan permasalahan diplomat dituntut untuk tidak larut dalam
masalah yang ditakutkan akan menyebabkan adanya gangguan antar kedua

negara.

Kalaupun sama-sama terfokus kepada sikap Indonesia terkait dengan Pekerja
Migran Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi, namun penelitian yang

dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang
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dilakukan oleh Zainuddin, perbedaan itu antara lain: pertama, Zainuddin
menggunakan metode penelitian deskriptif sedangkan peneliti mengunakan
metode penelitian eksplanatif. Kedua, Zainuddin fokus kepada diplomasi yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membebaskan kasus TKI yang
divonis hukuman mati, sedangkan peneliti fokus kepada sikap protes Indonesia
dalam menanggapi Pekerja Migran Indonesia yang dieksekusi mati di Arab Saudi

tanpa adanya notifikasi

Penelitian keempat dari Skripsi Hubungan Internasional Insan Kumalasari
dengan judul Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi Meningkatkan
Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus: Eksekusi Mati
Terhadap TKI) 2014-2018.%% Insan Kumalasari menggunakan metode penelitian
kuatitatif-deskriptif dengan rumusan masalah ““ bagaimana bentuk kerjasama yang
dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam upaya
meningkatkan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi
dengan studi kasus eksekusi mati pada tahun 2014-2018?°. Alasan dari pemilihan
judul ini disebabkan oleh banyaknya kasus yang menimpa TKI di Arab Saudi
terutama kasus eksekusi mati TKI yang ternyata tanpa pemberitahuan dari pihak
Arab Saudi membuat Indonesia maupun Arab Saudi menjadi dilema dan
secepatnya menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan antara keduanya.
Berkurangnya jumlah pengangguran Indonesia, dan kebutuhan Arab Saudi atas

TKI dalam sektor domestik Arab Saudi menjadi salah saru alasannya.

22 Insan Kumalasari, “Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi Meningkatkan
Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus: Eksekusi Mati Terhadap TKI) 2014-
2018,” (Skripsi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019,)
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Penyelesaian masalah tersebut dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
melakukan kerjasama bilateral. Pemilihan kurun waktu 2014-2018 juga menjadi
pertimbangan adanya konsep nawacita yang diusung dalam kampanye Presiden
ke-7 Joko Widodo yang dalam salah satu poinnya concer terhadap perlindungan

Warga Negara Indonesia di luar negeri khususnya TKI.

Dengan menggunakan konsep kerjasama internasional, Insan Kumalasari
dalam penelitian ini berasumsi bahwa upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan
Arab Saudi dalam meningkatkan perlindungan TKI di Arab Saudi dengan studi
kasus eksekusi mati TKI pada tahun 2014-2018 tersebut dengan cara:
mengadakan Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic
Worker pada tahun 2014 dan menyepakati Sistem Penempatan Satu Kanal pada
tahun 2018. Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic
Worker yang ditandatangani oleh masing-masing Menteri Ketenagakerjaan dari
masing-masing negara ini merupakan nota kesepahaman pertama antara Indonesia
dan Arab Saudi dalam bidang ketenagakerjaan. Poin-poin yang ada dalam
kesepakatan tersebut antara lain tentang: kewajiban perlindungan hukum atas hak
TKI di Arab Suadi oleh pemerintah Arab Saudi, mengatur dengan ketat syarat
untuk bekerja di Arab Saudi seperti usia, catatan kriminal dan pelatihan

kompetensi serta pengetahuan terkait dengan budaya dan adat setempat.

Sedangkan Sistem Penempatan Satu Kanal merupakan kesepakatan antara
Indonesia dan Arab Saudi pada tahun 2018 yang dilakukan di Jakarta dan menjadi
pelengkap dari kerjasama bilateral dalam bidang ketenagakerjaan yang telah

dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi pada tahun 2014. Sistem Penempatan
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Satu Kanal atau disingkat menjadi (SPSK) ini terdiri atas: sistem integrasi TKI
yang bersifar online yang memudahkan pemerintah untuk melakkan pemantauan,
LTSA-PPPMI atau informasi kerja, perekrutan, seleksi, penempatan dan
pemulangan yang bersifat online, cepat, murah dan non-diskriminasi, Enjaz yang
merupakan aplikasi untuk perolehan visa, perusahan perekrutan yang harus
mendapat izin dari Kemenaker serta sistem perlindungan secara online dan
berintegrasi yang lain. Selanjutnya, SPCK ini menciptakan dua hal: yang pertama
adalah bahwa sistem perekrutan TKI ke Arab Saudi tidak lagi bersifat majikan
perorangan (khafala) namun bersifat syirkah, hal ini memiliki maksud agar
kedepannya permasalahan yang menimpa TKI tidak bersifat privacy. Bukan
hanya itu, sistem ini juga mengatur tentang pembayaran upah TKI melalui
perbankan dengan maksud untuk menghindari permasalahan seperti
keterlambatan pembayaran atau gaji tidak dibayar. Kedua adalah menciptakan
satgas bersama yang bertugas mengawasi proses perekrutan dan penempatan TKI
di lapangan seperti call center berbahasa Indonesia dan akses komunikasi TKI

kepada pihak keluarga.

Penelitian Insan Kumalasari memiliki beberapa persamaan dan perbedaan
dengan penelitian peneliti. Kesamaan tersebut terletak pada: sama-sama
membahas tentang kasus eksekusi mati TKI di Arab Saudi. Sedangkan
perbedaannya terletak pada: pertama, Insan menggunakan metode kualitatif-
deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif-eksplanatif. Kedua,
Insan fokus kepada kerjasama Indonesia-Arab Saudi dalam meningkatkan

perlindungan TKI atas kasus eksekusi TKI, sedangkan peneliti fokus kepada
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kebijakan protes Indonesia dalam menanggapi kasus eksekusi mati PMI tanpa
notifikasi di Arab Saudi. Ketiga, Insan Kumalasari mengambil kurun waktu 2014-
2018, sedangkan peneliti hanya mengambil fokus waktu tahun 2018 yang menjadi

periode ketiga dari kasus eksekusi mati tanpa notifikasi.

Penelitian kelima dari Jurnal Hubungan Internasional pada tahun 2019 dengan
judul Kegagalan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Pada Kasus Tenaga Kerja Tuti
Tursilawati oleh Dimas Bagas Priambodo.”® Dalam jurnalnya Dimas lebih dulu
membahas terkait dengan kronologi kasus Tuti Tursilawati yang merupakan
Pekerja Migran Indonesia asal Malejengka Jawa Barat yang terjerat kasus hukum
pada 12 Mei 2010 atas tuduhan pembunuhan terhadap majikan tuanya yang
bernama Su’ud Mulhaq Al-Utaibi, pembunuhan tersebut dilakukannya atas dasar
pembelaan diri karena kakek Su’ud melakukan pelecehan seksual terhadapnya.
Pembelaan tersebut ditolak oleh Pengadilan Arab Saudi karena tindakan
pelecehan dan pembunuhan tidak dilakukan pada waktu yang sama. Tuti divonis
hukuman hadd gillah ( mati mutlak) karena ia juga membawa kabur uang
majikannya sebesar 31,500 Riyal, dan vonis tersebutlah yang pada akhirnya

menjadi salah satu pemicu kegagalan diplomasi Indonesia kepada Arab Saudi.

Beberapa hal sudah ditempuh oleh Indonesia dalam upaya pembebasan Tuti
Tursilawati baik secara diplomatik, hukum, informal maupun bantuan sosial,
seperti pendampingan hukum, Peninjauan Kembali, pertemuan Presiden Habibie

dengan Pangeran Waleed bin Talal terkait upaya pemaafan ahli waris, penjajakan

%% Dimas Bagas Priambodo, ” Kegagalan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Pada Kasus
Tenaga Kerja Tuti Tursilawati,” (Universitas Diponegoro, Journal of International Relation,
Volume 5, Nomor 4, 2019,) 841-847, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi ,



http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi
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mediasi serta langkah pendekatan terhadap keluarga korban. Namun pada 29

Oktober 2018 Tuti Tursilawati tetap saja dieksekusi mati.

Dimas berpendapat dalam penelitian ini bahwa kegagalan diplomasi
Indonesia-Arab Saudi terkait dengan kasus Tuti Tursilawati disebabkan oleh tahap
pre-negosiasi yang tidak ditemukan dalam kesepakatan antara Indonesia dan Arab
Saudi. Menurut Berridge pre-negosiasi merupakan tahap awal yang harus
dipenuhi sebelum melakukan negosiasi yang terdiri atas: persetujuan untuk
melakukan negosiasi seperti manfaat apa yang didapatkan oleh aktor dalam
negosiasi ini, persetujuan agenda negosiasi seperti persetujuan terkait dengan
agenda bahasan yang akan dibahas dalam negosiasi, dan persetujuan prosedur,

dalam tahap ini membahas terkait teknis negosiasi seperi lokasi dan waktu.

Dalam kasus Tuti, kegagalan diplomasi tersebut terletak pada persetujuan
negosiasi yang mencakup tentang: pertama, dalam sistem internasional hubungan
suatu negara dengan dengan negara yang lain tidak bisa bersifat zero sum game,
dalam negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia, Arab Saudi menganggap bahwa
pihaknya tidak memiliki kepentimgan dalam menyetujui adanya negosiasi terkait

dengan pembebasan Tuti Tursilawati.

Kedua, sistem hukum keduanya, Indonesia dan Arab Saudi sama-sama
memiliki ketentuan hukuman mati dalam hukum domestik masing-masing.
Berbeda dengan Arab Saudi yang menjatuhi hukuman mati atas dasar ta zir,
gishas dan hadd, Indonesia menerapkan hukuman mati atas the most serious

crime. Adanya hukuman mati dalam hukum positif Indonesia membuat posisi
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Indonesia dalam melakukan negosisasi terkait dengan pembebasan Tuti menjadi
lemah. Sedangkan hukum Arab Saudi yang kaku menyebabkan Arab Saudi
enggan untuk melakukan negosiasi, padahal Berridge mengatakan bahwa dasar
dari negosiasi adalah kerelaan kedua belah pihak atas waktu dan sumber daya

untuk melakukan negosiasi.

Ketiga, dinamikan hubungan Indonesia- Arab Saudi dalam bidang
ketenagakerjaan. krisis oil boom menjadi awal dari pengiriman pekerja domestik
Indonesia ke Arab Saudi, namun MoU (kesepakatan) antara keduanya dalam hal
perlindungan PMI di Arab Saudi baru dilakukan pada tahun 2014. Kalaupun
beberapa kasus sudah bisa dijawab oleh MoU tersebut seperti: mekanisme
pengawasan dan perlindungan berupa call center berbahasa Indonesia dan
perekrutan dari sistem khafala menjadi syirah . Namun, vonis hadd gillah yang
dijatuhi kepada Tuti tidak pada tahun 2011 membuat Indonesia tidak bisa
melakukan hal banyak karena vonis hukum mutlaq tidak bisa batal hanya dengan

maaf dari ahli waris korban, raja maupun dengan cara diyat.

Penelian Dimas memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan
penelitian peneliti. Kesamaan tersebut terletak pada: pertama, sama-sama
membahas terkait dengan eksekusi mati di Arab Saudi, kedua, sama-sama
membahas tentang PMI Tuti Tursilawati. Sedangkan perbedaan tersebut terletak
pada: pertama, Dimas membahas terkait dengan penyebab dari kegagalan
diplomasi Indonesia kepada Arab Saudi dalam pembebasan Tuti Tursilawati,
sedangkan peneliti membahas tentang kebijakan protes Indonesia dalam

menanggapi PMI yang dieksekusi mati di Arab Saudi tanpa notifikasi salah
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satunya adalah Tuti Tursilawati. Kedua, Dimas concern terhadap penyebab dari
kegagalan diplomasi pembebasan Tuti yang menyebabkan Tuti dieksekusi mati
pada 29 Oktober 2018, sedangkan peneliti lebih fokus kepada penyebab Indonesia
hanya melakukan protes atas eksekusi mati PMI tanpa notifikasi pada tahun 2018,
ketiga, Dimas memiliki spesifikasi Tuti Tursilawati sedangkan peneliti fokus

kepada tahun 2018 yang mencakup PMI Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati.

F. Definisi Konseptual

1. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah sikap yang diambil oleh sebuah
negara dalam melakukan interaksi dengan negara lain yang bertujuan untuk
menyelesaikan sebuah permasalahan demi kepetingan nasionalnya. Hal ini
dikarenakan negara sebagai interpretasi dari manusia merupakan mahluk sosial
yang untuk memenuhi kepentingannya harus berhubungan dengan negara atau
aktor lain dalam lingkungan internasional.?* Pendapat tersebut sesuai dengan apa
yang dikatakan oleh Anak Agung Bayu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani
bahwa kebijakan Luar Negeri merupakan serangkaian sikap, norma dan arah
sebuah negara dalam pencaturan Internasional untuk mempertahankan,

mengamankan dan memajukan kepentingan nasionalnya.®

Konsepsi dari kebijakan luar negeri pada awalnya hanya digunakan

sebagai objek penelitian akademisi dalam melihat kebijakan publik secara luas,

% Aleksius Jemadu, Politik Global dalam Teori dan Politik, (Yogyakarta: Graha IImu,
2006) 61.

%Anak Agung Bayu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani , Pengantar llmu Hubungan
Internasional, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2005),47
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terutama di Amerika serikat. Pada Abad ke-17 Bernard C. Kohent?®® mengatakan
bahwa ketika negara-negara Eropa mengalami medernisasi, mereka mulai
memandang kebijakan luar negeri sebagai fokus utama yang terpisah dari
kebijakan publik lainnya. Hal ini dimaksudkan karena kebijakan luar negeri
dianggap mampu untuk memenuhi kepentingan nasional yang fundamental dan
diluar batas demokrasi dan masyarakat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu
konsep kebijakan luar negeri lebih demokratis dan menyertakan kepentingan
masyarakat di dalamnya. Disamping itu kebijakan luar negeri menekankan adanya
sebuah esensi tindakan, tindakan tersebut bermaksud bersifat penyelesaian dan
perubahan keadaan dalam lingkungan eksternal dengan tujuan untuk

mempertahankan kepentingan nasionalnya.?’

Mark R. Amstutz mengatakan bahwa kebijakan luar merupakan, explicit
and implicit actions of govermental officials designed to promote national interest
beyond a country’s territorial boundarie. Oleh itu bisa disimpulkan bahwa
kebijakan luar negeri merupakan tindakan atau kebijakan pemerintah untuk
pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang
melampaui batas territorial negara yang menyebabkan kebijakan luar negeri suatu
pemerintah bisa membawa dampak kepada aktor-aktor lain diluar batas

negaranya.?®

% \Walter Carlnaes, Kebijakan Luar Negeri , dalam Walter Carlnaes, Thomas Risse &
Beth A Simmons, Handbook Hubungan Internasional, (Nusa Media: Bandung, 2013) 648,
%7 Aleksus Jemadu, Politik Global dalam Teori dan Politik, (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2006) 61.

28 Aleksus Jemadu, Politik Global dalam Teori dan Politik, (Yokyakarta: Graha llmu,
2006) .64
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K.J Holsti berpendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah
gagasan atau tindakan yang dirancang oleh pembuat keputusan suatu negara
untuk menyelesaikan permasalahan maupun mempromosikan sejumlah perubahan
pada perilaku sebuah atau beberapa aktor negara lain maupun non negara; ataupun
juga mengubah atau mempertahankan sebuah objek, kondisi atau praktek di
lingkungan eksternal. * Psikologi pemimpin, keadaan eksternel dan internal
menjadi variabel yang dilihat pemerintah untuk merancang kebijakan luar negeri

menurut Holsti.

Terdapat langkah langkah dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri,

Bayu Perwita dan Yanyan memaparkan bahwa langkah tersebut meliputi:*°

- Penjabaran terhadap kepentingan nasional sebagai pertimbangan untuk
melihat tujuan dan sasaran yang spesifik.

- Melihat situasi dari faktor nasional dan internasional yang berkaitan
dengan tujuan kebijakan luar negeri.

- Menganalisa kapabilitas nasional untuk menjangkau tujuan yang akan
dikehendaki.

- Mengembangkan strategi untuk menanggulangi adanya variabel tertentu
dengan kapabilitas nasioanal agar bisa mencapai tujuan yang telah
diharapkan.

- Melaksanakan tindakan yang diperlukan.

2% Kalevi J Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, (New Jersey:
Prentice Hall International, 1992), 6th ed.

% Anak Agung Bayu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani ,Pengantar llmu Hubungan
Internasional, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2005),50
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- Melakukan peninjauan dan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung

secara periodik dalam melihat hasil dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri
milik K.J Holsti berpendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah
tindakan yang dirancang oleh suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan
maupun mempromosikan sejumlah perubahan pada perilaku sebuah atau beberapa
aktor negara lain. Kebijakan luar negeri yang dalam penelitian ini adalah sikap
protes yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus

eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia oleh Arab Saudi.

2. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia disingkat dengan PMI merupakan istilah yang
asing ditelinga. Pekerja Migran Indonesia merupakan perempuan atau laki-laki
berkewarganegaraaan Indonesia yang bekerja dan mendapatkan upah diluar negeri
yang sesuai dengan prosedur. Sebenarnya istilah Pekerja Migran Indonesia sama
dengan istilah yang dulunya kita kenal sebagai TKI atau Tenaga Kerja Indonesia.
Pergantian nama ini sesuai dengan Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai revisi dari Undang-undang No 39

tahun 2004.

Di samping perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, pergantian
nam tersebut disebabkan karena anggapan bahwa istilah yang dulu dirasa tidak

sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan dan penempatan pekerja
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migran. Undang-Undang No. 18 tahun 2017 dirasa dan diharapkan akan lebih

mampu dalam memenuhi kebutuhan pekerja migran saat ini.

Pekerja Migran Indonesia memiliki definisi yang hampir sama dengan Tenaga
Kerja Indonesia. persamaan tersebut terletak kepada sama-sama merupakan setiap
warga negara Indonesia yang akan, sedang, dan telah melakukan pekerjaan
dengan menerima upah diluar wilayah republik indonesia. Dalam Undang-
Undang No. 18 Tahun 2017 definisi Pekerja Migran Indonesia diperluas dengan
para pekerja migran yang bekerja kepada pemberi pekerja yang berbadan hukum,
pekerja migran yang bekerja kepada perseoragan atau rumah tangga dan pelaut
awak kapal atau pelaut perikanan. dengan ketentuan-ketetuan: yang bekerja pada
pemberi kerja yang berbadan hukum, yang bekerja pada pemberi kerja peorangan
atau rumah tangga dan yang bekerja sebagai pelaut kapal dan pelaut perikanan®..
Sedangkan perbedaannya terletak kepada dengan menambahkan beberapa pasal
dan beberapa pihak yang terkait seperti kelurga korban, Pemerintah Daerah dan
Pelayanan Publik sebagai kolaborasi terhadap UU No. 25 tahun 2009, UU No. 23

dan UU No. 6 tahun 2012 dalam istilah Pekerja Migran Indonesia.

Terdapat beberapa syarat untuk pekerja migran seperti: memiliki sertifikat
kompetensi, terdaftar dalam jaminan sosial dan memiliki dokumen sesuai
prosedur yang telah ditentukan. Tidak semua warga negara Indonesia yang berada
di luar negeri disebut dengan pekerja migran, beberapa diantaranya para pencari

suaka, pengusaha, Warga Negara Indonesia yang sedang belajar di luar negeri,

%! jhat Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia bab I1 ayat 1
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diplomat dan beberapa orang yang bekerja di luar negeri namun mendapatkan
uang dari kas negara. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa Pekerja Migran
Indonesia memiliki artian yang sama dengan Tenaga Kerja Indonesia, namun
memiliki pengertian yang lebih spesifik dan kerangka perlindungan yang dirasa

sesuai dengan kebutuhan migran pada era sekarang.

Untuk mempersempit batasan, Pekerja Migran Indonesia yang dimaksudkan
dalam penelitian ini adalah Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati yang merupakan
Pekerja Migran Indonesia yang dieksekusi mati di Arab Saudi tanpa adanya
notifikasi dengan spesifikasi tahun 2018. Alasan dari peneliti berasumsi bahwa
Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati merupakan Pekerja Migran Indonesia adalah
karena Zaini Misrin dam Tuti Tursilawati sama-sama Warga Negara Indonesia
baik laki-laki maupun perempuan yang mendapatkan upah dari pemberi pekerja
yang ada di Luar Negeri tepatnya di Arab Saudi dengan spesifikasi pekerjaan
rumah tangga (Zaini Misrin sebagai Supir dan Tuti Tursilawati sebagai pembantu
rumah tangga) dan majikan bernama Abdullah bin Umar Muhammad Al Shindy
dan Su’ud Mulhag Al Utaibi, pemberian pekerjaan tersebut juga berada dibawah
lindungan hukum karena memiliki beberapa perjanjian kerja seperti tenggat waktu
bekerja yang telah tertulis dalam MoU antara calon Pekerja Migran Indonesia

dengan majikan.

3. Notifikasi

Notifikasi dalam bahasa Inggris adalah notification yang berarti

pemberitahuan. Notifikasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
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memiliki pengertian pemberitahuan atau kabar terkait dengan penawaran barang
atau sebagainya, yang mana notifikasi dapat berupa surat, video, gambar maupun
dalam bentuk online. Menurut kamus hukum, notifikasi merupakan importing a
notice given by some person, whose duty it was to give it to some person entitled
to receave it or be notified in respect to public matters, in some manner

prescibed.*

Notifikasi dalam konsep yang diangkat dalam penelitian ini merupakan
sebuah notifikasi/ pemberitahuan resmi yang diberikan oleh sebuah negara apabila
terdapat Warga Negara Asing yang mendapatkan masalah di negara penerima.
Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi Warga Negara Asing yang
ada di negaranya. Kewajiban tersebut adalah salah satunya dengan memberikan
informasi terkait dengan apa yang terjadi kepada Warga Negara Asing kepada
Perwakilan Konsuler yang ada di negaranya. Ketentuan tentang kewajiban
memberikan notifikasi telah tertulis dalam Konvensi Wina 1963 pasal 36 dan 37

yang berbunyi:

36) consular post of the sending State if, within its consular
district, a national of that State is arrested orcommitted to
prison or to custody pending trial or is detained in any other
manner.Any communication addressed to the consular post by
the person arrested, in prison, custody or detention shall be
forwarded by the said authorities without delay. The said
authorities shall inform the person concerned without delay of
his rights under this subparagraph;

37)in the case of the death of a national of the sending State, to
inform without delay the consular post in whose district the
death occurred;

32 https://thelawdictionary.org/notify/ title="NOTIFY>NOTIFY </a>
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Kewajiban pemberian notifikasi diberikan apabila ada Warga Negara Asing
yang mengalami masalah hukum, membutuhkan perwalian, mengalami kematian,
mengalami kecelakaan, dan mengalami cidera dan penyakit yang serius tanpa
adanya penundaan waktu. Informasi yang diberikan dapat berupa notifikasi secara
resmi baik dilakukan secara tertulis maupun melalui fax jika memungkinkan

ataupun lewat telepon dengan merekamnya sebagai bukti notifikasi.

Pasal 36 Konvensi Wina tahun 1963 menjelaskan tentang adanya kewajiban
receiving state untuk memberikan laporan terkait keadaan warga negara sending
state apabila dinyatakan bermasalah dengan hukum dengan syarat adanya
permintaan dari Warga Negara Asing atau dalam bahasa hukum tersebut disebut
sebagai alien .** Sedangkan dalam pasal 37 menjelaskan apabila terdapat alien
yang mengalami kematian maka negara receiving state berkewajiban untuk
memberikan notifikasi kepada perwakilan sending state yang ada dinegaranya
tanpa menunda waktu. Menurut Lalu Muhammad Igbal dalam kasus eksekusi
mati, notifikasi dilakukan 3 hari sebelum terlaksannya eksekusi kepada pihak
pemerintah korban.** Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah negara korban
merasa siap dan melakukan tindakan yang lebih intensif jika memungkinkan

ditundanya tindakan eksekusi kepada warga negaranya.

** Lihat Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler Pasal 36 Bagian a.

** Hanna Azarya Samosir,” Kemlu: TKI Karni juga Dipancung Saudi tanpa Beri Tahu RI,”
CNN Indonesia, 16 April 2015, diakses pada 26 Juli 2019,
https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150416191757-106-47251/kemlu-tki-karni-juga-
dipancung-saudi-tabpa-beri-tahu-ri



https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150416191757-106-47251/kemlu-tki-karni-juga-dipancung-saudi-tabpa-beri-tahu-ri
https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150416191757-106-47251/kemlu-tki-karni-juga-dipancung-saudi-tabpa-beri-tahu-ri
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Notifikasi kekonsuleran dilakukan dengan cara memberikan pemberitahukan
melalui fax jika memungkinkan atau melalui telepon terkait dengan keadaan
foreign national kepada pos konsuler terdekat dan menertakan data-data terkait
dengan penangkapan ataupun hal-hal yang terkait dengan foreign national.
Pemberian notifikasi secara fax bisa dilakukan dengan menulis beberapa
statement terkait dengan keadaan Warga Negara Asing kepada pihak negaranya
dan mengcopinya sebagai bukti pemberian notifikasi.*> Sedangkan pemberian
notifikasi secara telepon bisa menggunakan tap recorder sebagai bukti.*®
Penelitian ini  memiliki fokus terkait dengan notifikasi dalam kasus
kematian.Terdapat beberapa prosedur notifikasi kepada pos konsuler pihak
foreign national dalam Concular Notification and Acces antara lain:

1. The response to a death or life-threatening injury or illness of

a foreign national in theDepartment’s custody shall be subject
to the Department’s regular policies andprocedures for such

incidents.
2. When a foreign national dies or is seriously injured or
becomes seriously ill in Department custody the shift

commander shall notify the nearest consulate of his or her
country immediately or as soon as reasonably possible.

a. Make such notification by fax if possible, and by telephone if
not.

b. Document this notification in the incident report, and place a
copy of the fax and the fax confirmation receipt in the foreign
national’s ﬁle.37

%> East Haven Police Department, Concular Notification and Access, Policies & Procedures,
No. 304, Modifikasi terakhir 21 September 2014,4,
36 H
Ibid, 5,
*"Ibid, 4,
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G. Argumentasi Utama

Dari latar belakang di atas peneliti berasumsi bahwa aksi protes yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi perlakuan Arab Saudi
yang telah mengeksekusi mati Pekerja Migran Indonesia tanpa adanya notifikasi
pada tahun 2018 adalah sebagai bentuk rational choice pemerintah Indonesia.
Meskipun Indonesia memiliki tindakan opsi yang lain seperti melaporkan
tindakan Arab Saudi kepada ICJ sebagai respon karena pihak Arab Saudi yang
telah melanggar kebiasaan Internasional pasal 37 dalam Konvensi Wina 1963
yang telah diratifikasi oleh pemerintah Arab Saudi pada 29 Juni 1988, namun
yang dilakukan oleh pihak Indonesia kepada Arab Saudi hanya sebatas
melayangan nota protes karena dianggap lebih tepat untuk mendesak Arab Saudi

menandatangi perjanjian MCN.

H. Sistematika Pembahasan
BAB 1 : PENDAHULUAN
Mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, tinjauan pustaka, defini konseptual, argumentasi utama, dan
sistematika penulisan laporan.
BAB Il : LANDASAN TEORITIK
Mencakup tentang kajian teori yang akan digunakan oleh peneliti sebagai
pedoman untuk melihat makna yang terkandung dalam rumusan masalah
peneliti. Lebih lanjut lagi peneliti penggunakan Rational Choice milik

Abraham T. Allison untuk melihat pilihan rasional Indonesa dalam
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menanggapi perlakuan Arab Saudi yang telah mengeksekusi Pekerja
Migran Indonesia tanpa notifikasi.

BAB Il : METODE PENELITIAN

Mencakup tentang metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam
penelian ini yang mencakup: a) tipe penelitian, b) lokasi dan waktu
penelitian, ¢) Subjek dan level analisa, d) teknik pengumpulan data, e)
teknik analisa data, f) alur penelitian dan g) teknik pengujian keabsahan
data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISA

Mencakup tentang inti dari penelitian dengan melihat lapangan dan
menggunakan teori sebagai acuan penggalian makna dilapangan. Hasil dan
analisa tersebut meliputi: a) hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi
terkait ketenagakerjaan. b) kasus eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia
tanpa notifikasi di tahun 2018. c) aksi protes Indonesia dalam menanggapi
kasus eksekusi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi tanpa notifikasi.
Sedangkan Analisa dari bab ini sendiri mencakup: rational choice
pemerintah Indonesia yang didalamnya mencakup: a) tujuan. b) opsi. c)
konsekuensi dan d) pilihan.

BAB IV : PENUTUP

Mencakup tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi bahasan
secara singkat dan jelas tentang jawaban dari rumusan masalah dengan
menggunakan teori yang sudah ditentukan. Sedangkan saran berisi tentang

rekomendasi pribadi peneliti kepada pihak-pihak yang tertarik dengan
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kajian yang sama dengan peneliti kedepannya dan rekomendasi kepada
pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan eksekusi mati tanpa

notifikasi.
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BAB |1

LANDASAN TEORITIK: RATIONAL CHOICE THEORY

Dalam melakukan penelitian dan menganalisa sebuah permasalahan
digunakan beberapa kajian teori dari prespektif hubungan internasional dan
sejumlah konsep yang dirasa relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh
peneliti. Kajian teoritis ini dibutuhkan sebagai pedoman dan kunci dalam
melakukan penelitian dengan tujuan untuk membatasi topik yang telah ditentukan

agar tidak melampaui batasan penelitian.

Kajian teoritis juga memiliki tujuan untuk membantu memahami dan
menganalisa permasalahan yang diangkat oleh peneliti dengan ditopang beberapa
pendapat ahli dalam hubungan internasional yang relevan. Oleh sebab itu, teori
yang akan digunakan oleh peneliti sebagai objek dalam menganalisa penelitian ini
adalah rational choice theory untuk melihat alasan hanya protes Indonesia pada
periode ketiga adanya kasus Pekerja Migran Indonesia yang dieksekusi mati

tanpa-notifikasi oleh Arab Saudi.

Dinamika hubungan internasional yang pasang-surut menyebabkan suatu
negara harus mengambil tindakan atau kebijakan yang menguntungkan dan sesuai
dengan dengan kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri tersebut harus
mampu menjadi solusi dan starategi terbaik baik suatu negara dalam menghadapi
problematika di lingkungan internasional. Strategi terbaik tersebut berasal dari
pertimbangan konsekuensi baik dan buruk dari tiap-tiap kebijakan luar negeri

yang akan dikeluarkan oleh suatu negara dengan tujuan untuk memenubhi
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kepentingan nasional secara maksimal. Hal tersebut sesuai dengan apa yang
dikatakan oleh Graham T. Allison bahwa sebuah negara akan menyeleksi setiap
tindakan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memaksimalkan tujuan strategis
suatu negara dan bersifat objektif.® Pemaksimalan tujuan dan objektif sendiri
Allison lihat sebagai tujuan dari dari kebijakan luar negeri yang akan dipilih dan

dikeluarkan.

Dalam sebuah pengambilan keputusan, negara akan mengambil
keuntungan terbesar atau value-maximizing. Atau bisa dikatakan bahwa setiap
kebijakan yang ditawarkan oleh suatu negara pasti memiliki konsekuesi baik itu
menguntungkan maupun merugikan. Oleh sebab itu negara dikatakan sebagai
aktor rasional karena dalam memilih suatu opsi kebijakan luar negeri, sebuah
negara akan memilih suatu kebijakan dengan konsekuesi keuntungan yang lebih
tinggi dan menghindari konsekuensi kerugian (value maximizing) untuk
memenuhi tujuan nasional yang akan dicapai.*® Aktor rasional sendiri merupakan
dimana seorang aktor mampu untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dengan
mempertimbangkan keutungan terbesar untuk melakukan tindakan yang sesuai

dengan tujuan.*

Setiap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara memiliki
esensi guna untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam usaha untuk mencapai

kepentingan tersebut, negara harus memiliki pertimbangan yang rasional dengan

38 Graham T. Allison , “Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis,” The American
Political Science Review, VVolume 63, Issue 3 (Sep 1969), 694,

** Ibid, 694,

“2 Robert Dahl and Charles Lindblom, “Seeing read: Politics, Economic, and Welfare in
Mochtar Mas’oed, Ilmu hubungan Internasional: Disiplin dan Metodelogi , (LP3ES: Jakarta,
1994°) 274
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meminimalisir coast dan memaksimalkan benefit yang diterima dalam proses
pengambilan keputusan. Salah satu cara dalam memahami dan menganalisa coast
dan benefit yang akan diterima oleh suatu negara dalam proses pengambilan
kebijakan adalah dengan melihat teori kebijakan rasional, yang mana negara
mempertimbangkan segala sesuatu secara rasional guna untuk memaksimalkan

keuntungan sebagai hasil dari kebijakan.

Rational Choice Theory merupakan teori yang muncul dalam hubungan
internasional pada tahun 1960-an dan memiliki artian tentang intrumen untuk
melihat maksud dari tujuan dan pilihan dan tindakan terarah untuk mencapai
tujuan dari suatu aktor.** Dalam model Rational Choice actor, negara
didefinisikan sebagai aktor unitary yang rasional dan memiliki kemampuan untuk
untuk memaksimalkan nilai dan tujuan dalam melihat situasi dan bertindak secara
rasional untuk mencapai keuntungan.*? Pemerintah dalam hal ini memiliki peran
sebagai aktor utama yang bertugas untuk meneliti dan mengidentifikasi tujuan
kemudian mengevaluasi terkait dengan untung dan rugi, setelahnya memilih
kebijakan dengan keuntungan yang lebih tinggi, yang oleh sebab itu paradigma ini

disebut dengan national choice.*?

Graham T. Allison dalam penelitiannya yang berjudul Conceptual Models
and The Cuban Missile Crisis berpendapat bahwa rational choice actor

merupakan penjelasan terkait bagaimana sebuah negara dapat secara rasional

** Robert Jackson & Goer Sorensen, Pengantar llmu Hubungan Internasional,

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009,) 297.

2 Graham T. Allison , “Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis,” The American
Political Science Review, VVolume 63, Issue 3 (Sep 1969), 693-694,

* 1bid, 693,
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memilih suatu tindakan dalam kebijakan luar negeri dengan value maximizing
untuk mencapai kepentingan nasional. Allion juga berpendapat bahwa dalam
proses pengambilan kebijakan rational choice, masing-masing aktor merupakan
pemain dengan kebijakan luar negeri sebagai political outcomes.** Hal tersebut
dikarenakan kemampuan dan logika berfikir rasional aktor yang menentukan hasil

akhir dari pembuatan keputusan kebiajakn luar negeri yang akan diambil.*®

Kebutuhan dan kepentingan nasional menjadi tujun inti dari kebijakan luar
negeri suatu negara, yang oleh sebab itu rational choice mencoba untuk
mengarahkan dan menjelaskan kepada para pengambil keputusan untuk
melakukan pilihan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan rational choice
theory berusaha untuk menjawab apakah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh
suatu negara dengan tujuan untuk pencapaian kepentingan nasional bisa dikatakan
berhasil dan menjadi pilihan terbaik suatu negara dalam menyelesaikan
masalahnya di lingkungan internasional? lebih lanjut lagi Allison akan

mengidentifikan tentang komponen teori pilihan rasional yang mencakup: *

1. Goals and Objectives. National security and national
interest and the principle categories in which strategic gola
are conceived. Nations seek security and a range of further
objectives

2. Options, various courses of action relevant to a strategic
problem provide the sprectrum of options.

3. Consequences, enactment of each alternative course of
action will product a series of consequencees. The relevant

** Graham T. Allison ,Essence of Decision: Explaning the Cuban Missile Crisis, (Boston:
Little, Brown and Company, 1971,) 37,

* 1bid, 38,

6 Graham T. Allison , “Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis,” The American
Political Science Review, VVolume 63, Issue 3 (Sep 1969), 694,
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consequences constitide benefits and cost in terms of
strategic goals and objectives

4. Choice, rational choice is value maximizing.

Dari penjelasan diatas bisa dikatakan bahwa: 1) Tujuan, dalam hal ini
berkaitan dengan keamanan dan kepentingan nasional. Tujuan dilihat secara
objektif dengan ukuran intuitif dan rasional. 2) Opsi merupakan tindakan yang
relevan dengan tujuan dan memberikan spektrum pilihan. 3) Konsekuensi
merupakan adanya sebuah alternatif atau opsi akan menciptakan serangkaian
konsekuensi, konsekuensi tersebut mencakup untung dan rugi dari masing-masing
opsi. 4) Pilihan, setelah mengidentifikasikan terkait dengan konsekuensi dari
pilihan yang ditentukan. Maka aktor akan memilih opsi mana yang memiliki
keuntungan yang lebih besar( value maximizing) dan sesuai dengan kepentingan
nasional.

Gambar 2.1. Rational Choice Theory

Tujuan

Konsekuensi

Pilihan

o

ib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id d
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o)



38

Sumber: disarikan peneliti dari Graham T. Allison, Conceptual Models and the

Cuban Missile

Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa rational Choice Theory menurut
Allison merupakan sebuah pilihan rasional yang ambil oleh suatu negara dengan
melihat tujuan dan mempertimbangkan untung dan rugi dari opsi yang
dikeluarkan kemudian memilih keuntungan yang paling terbesar dari opsi yang

sesuai dengan kepentingan nasional atau tujuan.
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodelogi
kualitatif, yang mana pendekatan kualitatif merupakan pendekatan secara
mendalam yang menghasilkan data melalui kata-kata bukan melalui nomerik
seperti dalam penelitian kuantitatif dan menggunakam peneliti sebagai instrumen
kunci (subjektif). Pernyataan tersebut serupa dengan apa yang dikatakan oleh
Lincoln dan Guba bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode
penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme yang mengguanakan data
deskriptif (kata-kata) dan menggunakan manusia sebagai instrumen atau kunci
penelitian.”’ Lincoln dan Guba juga menambahkan bahwa metode penelitian
kualitatif menggunakan analisa data dengan pendekatan induktif. Hal tersebut
dikarenakan dalam penelitian kualitatif hal yang pertama dilakukan adalah dengan
melihat fakta-fakta yang ada melalui pengamatan lapangan, kemudian
menganalisanya dan mendapatkan jawaban sementara atas hasil yang diamati,
setelah itu berusaha untuk melakukan teorisasi atas fenomena yang diamati, cara
berfikir itulah yang disebut sebagai cara berfikir secara induktif. Suriasumantri
mengatakan bahwa “ Induktif merupakan cara berfikir di mana ditarik suatu

kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat

*” Nana Syaodih Sumadinata, Metode Penelitian dan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2002) , 60,
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khusus™*®Penelitian kualitatif sendiri bersifat induktif, karena dalam hal ni peneliti

berusaha untuk mengungkapkan makna dari realita sosial yang terjadi.*®

Dalam pemosisian teori, Induktif tentu bertolak belakang dengan cara berfikir
deduktif. Jika dalam pendekatan deduksi, teori sudah digunakan sebagai
instrumen awal dimulainya penelitian bersamaan dengan rumusan masalah yang
memiliki fungsi untuk diujikan. yang setelahnya terciptalah hipotesa, observasi
terkait data-data, dan generalisasi atau penarikan kesimpulan. Sedangkan dalam
pendekatan induksi teori memiliki posisi untuk dibangun, dikuatkan maupun
dipertentangkan oleh peneliti melalui data dari hasil pengamatan yang dilakukan
di lapangan. Pendekatan induksi berasal dari rumusan masalah peneliti yang
kemudian dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan kemudian
ditarik kesimpulan. Kesimpulan inilah yang akhirnya akan menciptakan konsep-
konsep baru dalam pembuatan teori. Teori pada akhirnya akan digunakan lagi
dengan rumusan masalah lain dan pengamatan lain dengan tujuan untuk dibangun,

dikuatkan maupun dipertentangkan (Lihat Gambar 3.1).

8 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 2001,) 48,

9 Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari, Qualitative Research for Education: An
Introduction to Theory and Methods, (Allyn and Bacon, Inc: Boston London, 1982) , 27-29,
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Gambar 3.1. Kerangka Berfikir Induksi

Generalisasi/
Abtraksi/ Rumuisan

Klarifikasi Masalah

Observasi

Sumber: disarikan penulis dari Mochtar Mased, IImu Hubungan Internasional :

Disiplin dan Metodologi

Terdapat perbedaan pendapat antar ilmuan terkait dengan posisi teori

dalam pendekatan induktif.>

Pendapat pertama mengatakan bahwa peneliti hanya
harus fokus kepada pengamatan dan data yang ada didalam lapangan kemudian
mengeneralisasikan tanpa faham betul tentang teori yang digunakan atau tanpa
membawa teori dalam proses pengambilan data dilapangan. Dengan alasan bahwa

teori akan mencermari data dalam lapangan.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa teori pemahaman akan

teori dalam penelitian kualitatif juga penting, karena teori bisa digunakan oleh

*® Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan
llmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2011,) 22,
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peneliti dalam pencarian data dilapangan sebagai fokus dan pencarian makna

dalam permasalahan.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih condong kepada pendapat kedua dalam
memposisikan teori. Yang mana pendekatan induksi yang peneliti gunakan
mempraktekan teori yang sudah ada sebelumnya peneliti gunakan untuk
menjawab rumusan masalah peneliti melalui observasi data yang kemudian

terciptalah suatu generalisasi antara teori, peneliti dan data dalam lapangan.

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan eksplanatif sebagai
cara untuk menjelaskan secara rinci pertanyaan penelitian. Pendekatan eksplanatif
biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menggabungkan variabel-
variabe untuk mencari tahu klausalitas atau hubungan sebab-akibat.>> Namun
dalam penelitian ini hubungan sebab akibat yang dimaksudkan adalah dengan
menggunakan menanyakan kalusaliotas alasan dan  pertanyaan “mengapa”
Indonesia hanya melakukan tindakan protes dalam menanggapi Pekerja Migran
Indonesia yang dieksekusi mati tanpa notifikasi di Arab Saudi pada tahun 2018?

padahal tahun 2018 merupakan periode ketiga dari tindakan Arab Saudi tersebut?
B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian.
Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Direktorat Perlindungan
Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang beralamat di JI.

Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat dan Migrant Care Indonesia yang

>! Rachmat Kriyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Malang: Kencana Prenada Media
Group, 2009), 68,
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beralamat di JI. Jatipadang No. 15.A, Jatipadang, Ps. Minggu, Kota Jakarta
Selatan pada tahun 2019.

C. Alur Penelitian

Rincian tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi :

1. Tahap Pra Penelitian, meliputi:

Pra penelitian adalah tahap sebelum terjun ke lapangan pada tahap ini
peneliti melakukan beberapa kegiatan yang di antara lain: mencari permasalahan
penelitian melalui bahan-bahan tertulis, kegiatan ilmiah dan non ilmiah dan
pengamatan yang kemudian merumuskan permasalahan dan berdiskusi dengan
orang-orang tertentu yang diangggap memiliki pengetahuan tentang permasalahan
yang ada, menyusun sebuah konsep ide pokok penelitian, berkonsultasi dengan
Ketua Prodi Hubungan Internasional dengan menyertakan proposal penelitian
lengkap untuk mendapatkan persetujuan, memperbaiki hasil konsultasi dan

seminar proposal.

2. Tahap Pelaksanaan

Selama berada di lapangan pada tahap penelitian ini dilakukannya
kegiatan di antara lain: menyiapkan surat izin penelitian, menunggu hasil
konfirmasi dari pihak-pihak instasi yang bersangkutan, mempersiapkan berkas
lain yang diperlukan dan diminta sebagai oleh pihak instasi sebagai pernyaratan
dalam penelitian seperti: transkip nilai, daftar riwayat hidup, daftar pertanyaan
penelitian, melakukan follow up sesuai dengan jadwal penelitian. Setelah

mendapatkan jadwal yang jelas peneliti menyiapkan persiapan wawancara dan
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bahan-bahan lain yang diperlukan seperti: menyiapkan ulang teks wawancara
yang sesuai dengan pertanyaan penelitian, perlengkapan alat-alat dan bahan
penelitian dengan buku catatan, tape recorder, camera dan juga dengan alat
lainnya. Melakukan wawancara dengan instasi subjek penelitian guna
mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan fokus penelitian,
berkonsultasi dengan dosen pembimbing, dan menganalisis data sesuai dengan

teori yang sudah peneliti paparkan sebagai batas penelitian.

3. Tahap Pasca Penelitian

Pasca penelitian adalah tahap sesudah kembali dari lapangan, pada tahap pasca
penelitian dilakukan beberapa kegiatan antara lain: menyusun konsep laporan
penelitian, berkonsultasi dengan dosen pembimbing, memperbaiki hasil
konsultasi, penyelesaian laporan penelitian, pengurusan pelengkapan persyaratan
ujian akhir dan melakukan beberapa revisi. Dan dapat dikatakan pertahapan dalam
penelitian ini yakni bentuk urutan dan jenjang dimulai dari tahap pra penelitian,
tahap pelaksanaan penelitian, tahap pasca penelitian. Walau demikian sifat dari
penelitian sendiri dari kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan

sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

D. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa

Dalam sebuah penelitian Hubungan Internasional, diperlukan adanya sasaran
analisa dan variabel subjek dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam
menjawab isi pertanyaan penelitian. Menurut Mochtar Mos’oed sasaran analisa

sendiri mencakup 2 hal yaitu unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis
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berbicara tentang unit dependent atau subjek dari perilaku yang akan Kita
deskripsikan, sedangkan unit eksplanasi mencakup tetang variabel independent
atau dampak yang akan kita amati dari adanya unit analisa.>* Setelah menentukan
unit analisa dan eksplanasi, peneliti mencoba untuk mengelompokan tingkat dari
analisa tersebut kedalam 5 level.

Bagan 3.2. Level Analisis Mochtar Mas’oed

Nation-state

Individual Level

Sumber: Mochtar Mas’oed, llmu Hubungan Internasional Internasional: Disiplin
dan Meodologi, 35-37

1. Level Individu
Level ini berasumsi bahwa tindakan individu dalam hubungan internasional

merupakan perlakuan dari individu sebagai representasi dari negara. individu

52 Mohtar Mos’oed, llmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, (Jakarta:
LP3ES, 1990,) 39,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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tersebut merupakan presiden dan aktor negara yang memiliki pengaruh dalam
hubungan internasional.

2. Level kelompok
Kabinet, politikus dan elit merupakan sekolompok entitas yang dapat
mempengaruhi jalannya hubungan suatu negara dalam lingkungan internasional.

3. Level negara-bangsa
Negara bangsa merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Asumsinya
adalah setiap negara dimanapun berada akan melakukan hal yang sama apabila
mendapatkan situasi yang sama. Oleh sebab itu para ilmuan lebih m,enekankan
negara bangsa sebagai level analisis dalam hubungan internasional.

4. Level kelompok negara
Negara cenderung untuk mengelompokkan diri dan membuat aliansi untuk
mempengaruhi suatu keadaan internasional. level kelompok negara mencakup
tentang: organisasi regionalisme,kelompok aliansi dan yang lainnya.

5. Level sistem internasional
Adanya interaksi antara satu negara dengan negara yang lain pada akhirnya akan
membentu suatu sistem internasional. Sistem internasional akan berbicara tentang
adanya pengaruh negara super power terhadap negara lain. Oleh sebab itu level
sistem internasional mencakup tentang: sitem bipolar, multipolar, unipolar dan
yang lainnya.

Dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam

Merespon Pekerja Migran Indonesia yang Dieksekusi Mati tanpa Notifikasi pada

Tahun 2018 , peneliti melihat Protes pemerintah Indonesia atas sebagai unit
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analisa, dan Eksekusi Mati Pekerja Migran Indonesia Tanpa-Notifikasi
Pemerintah Arab Saudi pada Tahun 2018 sebagai unit eksplanasi. Level
analisanya sendiri diidentifikasikan dalam level nation-state dengan tingkat
korelasionis. Tingkat korelasionis merupakan unit analisa dan dan unit eksplanasi
berada dalam level yang sama,> yaitu negara dengan negara atau Indonesia
dengan Arab Saudi.

Setelah mengidentifikasi level analisa dan penelitian, peneliti mencoba
untuk mengidentifikasi subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan subjek
yang relevan dengan penelitian dan mampu menjawab pertanyaan dalam
penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi:

1) Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum

Indonesia Kementerian Luar Negeri ( Divisi Bantuan Hukum Warga
Negara Indonesia Negara Arab Saudi)
2) Migrant Care Indonesia ( Divisi Bantuan Hukum)
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data. Dalam
penelitian ini teknik yang digunakan merupakan teknik wawancara dan
dokumenter (video/suara audio, jurnal, website, berita online) dengan jenis data
primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh
oleh peneliti tanpa melalui pihak lain, sedangkan data sekunder merupakan data

yang telah dikumpulkan dengan maksud untuk menyelesaikan sebuah permasalah

>*Mohtar Mos’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, (Jakarta:
LP3ES, 1990,) 39,
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penelitian yang sedang dihadapi, data ini bisa dicari dengan cepat karena sudah
berupa data utuh yang diperoleh dari data yang pernah diteliti. >

1. Data Primer
dalam penelitian ini penulis mengambil data primer berupa:

a. Metode Interview

Metode ini merupakan metode percakapan, pertemuan dua orang atau lebih
untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.>® Dalam metode wawancara ini
peneliti mengambil data wawancara dari bagian instasi yang berkaitan dengan
rumusan masalah peneliti. Wawancara yang digunakan yakni guided interview
atau wawancara terarah, dimana peneliti menanyakan kepada informan pertanyaan
yang telah disipakan sebelumnya dan bersifat terikat dan terarah sesuia dengan

bahasan penelitian.® Pihak yang diwawancarai oleh peneliti meliputi: .

1. lbu Fitri Lestari, selaku Staf Bagian Bantuan Hukum Migrant Care
Indonesia
2. Ibu Dewi, selaku Divisi batuan Hukum Warga Negara di Arab Saudi

b. Metode Dokumenter

Metode dokumenter merupakan metode dengan cara menelusuri data historis
dari rekaman video maupun suara. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh

Haris Hardiansyah bahwa data dokumenter merupakan salah satu metode

>* Sugiyono, Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV
Alfabenta, 2009,) 137,

*1bid, 72,

**M Hasan Igbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, ( Bogor:
Ghalia Indonesia, 2001), 82,
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pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif
dengan cara melihat data historis melalui rekaman suara maupun video yang

berkaitan dengan penelitian.®’

Penelitian dengan judul “Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggapi
pekerja migran Indonesia yang dieksekusi mati tanpa notifikasi di Arab Saudi
pada tahun 2018” peneliti menggunakan metode dokumenter melalui siaran
Youtube yang dilakukan oleh acara televisi Mata Najwa pada 29 Maret 2018
dengan judul “Gadai Nyawa di Negeri Orang” . video dokumenter tersebut beriasi
tetang wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan data penelitian. Nara

sumber dalam video dokumenter tersebut meliputi:

1. Saiful Torig, anak pertama dari atas nama Zaini Misrin
2. Iti Sarniti, Ibu dari PMI atas nama Tuti Tursilawati
3. Bapak Harianto, selaku Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia

2. Data Sekunder
Data sekunder yang diambil oleh peneliti meliputi:
a. Metode Dokumentasi

Merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Burhan Bungin dalam bukunya yang
berjudul Penelitian Kualitatif: Komuniukasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan limu

Sosial Lainnya™ bahwa metode dokumenter merupakan data dokumentasi yang

>’ Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),
143,

> Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan
Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2011), 123-124,
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mencakup data yang tersimpan dalam website. Hal ini disebabkan oleh peneliti
juga menggunakan sumber dari jurnal yang ada di website sebagai bahan

penelitian.
b. Data Online

Penelusuran data online juga digunakan oleh peneliti sebagai data sekunder
dalam bahan penelitian. Perkembangan teknologi internet yang pesat,
memudahkan beberapa instasi untuk mengapload data melalui internet. Namun,
untuk memperoleh data yang valid peneliti tetap selektif dalam memilah data

online yang berhubungan dengan penelitian.*
F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan cara untuk mengubah suatu data yang telah
diperoleh peneliti melalui teknik pengumpulan data menjadi sebuah informasi
agar mudah difahami. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Miles
dan Huberman bahwa “Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-
bahan yang lainnya sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain”.®® Secara rinci Miles dan Huberman
mengatakan bahwa langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan analisa
data dalam penelitan kualitatif meliputi: reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan.

> Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komuniukasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan
llmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2011), 123-124,

% Mathew B. Miles dan Michael Huberman, “Seing read: Analisa Data Kualitatif,” in
memahami Penelitian Kualitatif, Sugiyono, (Bandung: CV Alfabenta, 2010,) 88,
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1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan eliminasi terhadap data-data yang tidak penting
dengan tujuan agar peneliti bisa fokus dan semkini mudah untuk mencari data
selanjutnya. Sesuia dengan apa yang dikatakan oleh Milles dan Hubberman ®
reduksi data sebagai proses perangkuman dan pemilihan data dan pemusatan
perhatian pada data-data penting, mencari tema dan pola data yang muncul dari
catatan-catatan lapangan. Sebenarnya proses reduksi data sudah berlangsung
sebelum data terkumpul sepenuhnya, hal tersebut dilakukan dengan cara melihat

definisi konseptuan dan kajian teori sebagai acuan batasan penelitian.
2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Hubberman analisa data data yang baik dalam penelitian
kualitatif dilakukan dengan cara penyajian data yang valid. Data yang valid ini
disajik dan dibatasi dalam bentuk teks yang berbentuk narasi, bentuk tabel, grafik,
phie chard, pictogtam dan sejenisnya karena setelah tahap penyajian data terdapat
tahap lain seperti penarikan kesimpulan. Hal tersebut dilakukan agar dirancang
tidak lain hanya untuk menggabungkan data yang tersusun dalam bentuk yang
padu dan mudah, ® serta peneliti lebih mudah untuk memahami apa yang sedang

terjadi dan melakukan tindakan sesuai dengan pemahamannnya tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

% Mathew B. Miles dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber
tentang Metode-metode Baru, (Jakarta: UIP, 1992))

*Miles dan Huberman, “Seing read: Anamisa Data Kualitatif,” in memahami Penelitian
Kualitatif, Sugiyono, (Bandung: CV Alfabenta, 2010,) 95
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Langkah selanjutnya dari proses analisa data menurut Miles dan Hubberman
merupakan penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini bisa didapat dari data yang
sudah diperoleh dari awal secara fokus , penyajian data yang valid kemudian bisa
ditarik kesimpulannya.® Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa
saja dilakukan sejak awal sesuai dengan argumentasi utama, namun juga bisa
tidak, karena asumsi dalam kualitatif bisa bersifat sementara dan akan

berkembangan sesuai dengan apa yang peneliti temukan dalam lapangan.
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan pemeriksaan ulang yang
dilakukan oleh peneliti terhadap sumber informasi yang sudah didapatkan selama
proses penelitian untuk melihat keabsahan atau validitas data. Dalam penelitian
ini peneliti menggunakan cara trianggulasi untuk melihat keabsahan data.
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara
menggunakan cara yang lain diluar data sebagai perbandingan dari kevalidan data
itu sendiri.>* Atau dengan kata lain triangulasi berarti membandingkan suatu data
dengan data yang lain menggunakan cara yang berbeda untuk menguji tingkat

kepercayaan suatu data yang sudah diperoleh dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang mana

triangulasi sumber merupakan triangulasi pengecekan keabsahan data dengan cara

% Miles dan Huberman, “Seing read: Anamisa Data Kualitatif,” in memahami Penelitian
Kualitatif, Sugiyono, (Bandung: CV Alfabenta, 2010,) 99

* Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian
Kualitatif” Universitas Negeri Surabaya Kampus Lidah Wetan: Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.
10, No. 1, (April 2010), 55,
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membandingkan informan peneliti.?® Triagulasi sumber dalam penelian kebijakan
protes Indonesia dalam menanggapi Pekerja Migran Indonesia yang dieksekusi
mati di Arab Saudi ini adalah dengan cara membandingkan data dari sumber
internet dengan data dari sumber wawancara dengan pihak PWNI/BHI.
Disamping itu juga dilakukan perbandingan dengan teori yang diangkat oleh

peneliti.

® Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian
Kualitatif” Universitas Negeri Surabaya Kampus Lidah Wetan: Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.
10, No. 1, (April 2010), 56,
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BAB IV
HASIL DAN ANALISA

A. Hubungan Bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam Bidang

Ketenagakerjaan

Arab Saudi merupakan salah satu mitra kerja Indonesia yang telah sejak lama
melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Kerjasama tersebut dilakukan
secara bilateral untuk pertama kali pada 24 November 1971 sebagai perjanjian
persahabatan.®® Setelah kerjasama persahabatan ini berlangsung, kerjasama antara
pemerintahan Indonesia dengan Arab Saudi semakin meluas, seperti dalam
bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, proyek pengembangna pupuk, proyek
jalan bebas hambatan, pengajaran agama islam, nuclear estate and small holder,
proyek pengawasan banjir dan imigrasi, proyek pembangunan pelabuhan,
angkutan udara dan yang lainnya, di antara kerjasama diatas terdapat kerjasama
ketenagakerjaan mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

di Arab Saudi.

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia atau yang dulunya dikenal sebagai
Tenaga Kerja Indonesia menjadi permasalahan yang komplek dalam bidang

ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Pergantian istilah dari

®® Protocol Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi
merupakan kerjasama bilateral yang dilatar-belakangi oleh keinginan bekerjasama antara dua
negara dalam berbagai bidang seperti: bidang pengaturan Haji/Umrah, penerbangan, kesehatan,
perdagangan, konsuler dll. Kerjasama tersebut juga turut dalam mengatur tentang perdamaian dan
kemakmuran dunia, serta langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan secara damai.
Perjanjian tanpa batas waktu tersebut kemudian di ratifikasi dalam undang-undang Nomor 9
Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi
dan menjadi acuan dalam kerjasama bilateral selanjutnya
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Tenaga Kerja Indonesia menjadi Pekerja Migran Indonesia dilakukan pada tahun
2017 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 18 sebagai revisi Undang-
Undang No. 39 Tahun 2004 diharapkan menjadi solusi dari kompleksitas

permasalahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi .

Sebenarnya pengiriman Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi sudah terjadi
pada tahun 1975 dengan jumlah pekerja 25 orang.®” Jumlah tersebut terus
meningkat setelah terjadinya oil boom di Arab Saudi pada tahun 1977 yang
menyebabkan turunnya tingkat GDP Arab Saudi dari 18,800 U$ menjadi 6,700
U$.%® Pada awalnya Pekerja Migran Indonesia didominasi oleh kaum laki-laki
dalam sektor kontruksi. Namun paska krisis, permintaan kerja mulai bergeser
dalam sektor domestic worker yang didominasi oleh kaum-kaum perempuan
dengan tingkat pendidikan rendah dan dibawah umur dengan gaji yang lebih

rendah.®®

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi pada awalnya menjadi
simbiosis mutualisme antara keduanya. Hal ini dikarenakan suply pekerja yang
dikirimkan oleh Indonesia pasca oil boom secara kualifikasi dirasa cocok dengan
penduduk Arab Saudi dikarenakan gaji domestik worker yang cenderung murah

dan “kedekatan” antara masyarakat Indonesia dan Arab Saudi dalam hal

®” Imanuella Tamara Geerards, Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, Volume 21,
Nomor 4:361370 Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga,

%8 Riza Sihbudi, dkk., Profil Negara-Negara Timur Tengah, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka
Jaya,1995) 25.

% B Asis Maruja “Asian Women Migrant: Going the Distance but Not Far Enought,”
migrationinformation, Abaible:
http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?!1D+103
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psikologi kepercayaan.”® Sedangkan dari pihak Indonesia pengirimkan pekerja
migran ke Arab Saudi akan menjadi “kesempatan” besar untuk dapat memenuhi

perluasan lapangan kerja dan menambah pendapatan devisa.

Dorongan untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih layak untuk
keluarga dengan melihat kerabat yang sudah sukses di sana dan iming-iming dari
calo nakal menjadi salah satu sebab permasalahan Pekerja Migran Indonesia
unprosedural di Arab Saudi. Kemudahan untuk melakukan ibadah haji di Kota
suci Makkah pada dewasa ini juga dijadikan sebagai sarana menyalahgunakan
visa umroh atau haji untuk menetap dan bekerja disana. Pembekalan yang tidak
sesuai standart dari calo nakal serta bekerja di Arab Saudi hanya dengan bekal
ikut kerabat menjadi sebab minimnya pengetahuan calon Pekerja Migran
Indonesia terkait dengan negara penempatan. Hal itu menyebabkan pihak KBRI
akan kesusahan untuk membantu permasalahan Pekerja Migran Indonesia
dikarenakan oleh kosongnya data di Kedutaan. Belum lagi dengan berbagali
pelanggaran HAM ringan maupun berat seperti tindak kekerasan majikan, gaji
tidak dibayar, pelecehan seksual, dan hukuman mati menjadi konflik
berkepanjangan yang menemani sepanjang perjalanan PMI dalam sektor domestik

di Arab Saudi.

Banyaknya tindak kekerasan yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia
membuat pihak KJRI di Jeddah melayangkan surat edaran yang meminta adanya

identifikasi majikan dan keluarganya berikut alamat dan denah rumahnya. Namun

™ Elanor Abdela Doumato, “Women and Work in Saudi Arabia: Haw Flexsible are
Islamic Margins?,” Middle East Journal 53, N0.41999, 570.
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hal ini ternyata membuat para pengguna jasa (majikan) merasa tersinggung
sehingga kemudian mendesak pemerintah Arab Saudi untuk bertindak. Hingga
pada 24 September 2001, terjadilah kesepakatan Minutes of Meeting (MoM) di
Jakarta yang menghasilkan penghapusan surat edaran dan menyelesaikan setiap
permasalahan TKI di Jakarta. MoM ini juga berhasil membentuk tim koordinasi
yang terdiri dari kuasa usaha Kedubes Arab Saudi, Kepala Konsuler, Dirjen
Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans dan Ketua Asosiasi
Perusahaan Jasa TKI (Apjati) untuk melakukan sidang setiap bulan dengan
agenda membicarakan persoalan-persoalan yang timbul dari penempatan TKI di
Arab Saudi.”

Pada tahun 2003, kesepakatan bersama kembali terjadi untuk
meningkatkan perlindungan dan kualitas TKI melalui payung hukum.
Kesepakatan tersebut berisi tentang seleksi majikan dengan cara pengisian data
lengkap, peluang intervensi Indonesia terkait dengan remitansi, peningkatan
kualitas TKI profesional, dan beberapa penyelesaian masalah TKI di Arab Saudi
seperti opsi untuk tetap ditangani oleh polisi Arab Saudi atau dipulangkan ke
Indonesia.

Pada 26 April 2006, kesepakatan untuk meningkatkan perlindungan dan
memberikan hak-hak bagi TKI yang bekerja di Arab Saudi kembali dilakukan.
Kesepakatan dilakukan dilakukan dalam pertemuan presiden antara Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono dan Raja Abdullah bin Abdul Aziz di Arab Saudi

"1 Diana Fatmawati.” Penandatanganan MoU antara Indonesia dan Arab
Saudi Tahun 2014’ Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY)
,ISBN: 978-602-19568-2-3, .2
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sebagai realisasi Indonesia dalam menjalankan Undang-Undang No. 39 Tahun
2004.

Pembunuhan tragis kepada TKI Kikim Komalasari dan Sumiati oleh
majikannya di Arab Saudi pada tahun 2010 menjadi pertimbangan yang penting
untuk lebih meningkatkan perlindungan TKI di Arab Saudi. Oleh sebab itu pada 7
Desember 2010 diadakan pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan dan
Transmigasi Indonesia yaitu Muhaimin Iskandar dengan Menteri Tenaga Kerja
Arab Saudi yaitu Adiel bin Muhammad Fakieh dan Ahmad Muhammad Al-Salim
yang merupakan Wakil Menteri dalam Negeri Arab Saudi. Pertemuan ini pada
akhirnya menghasilkan Senior Officer Meeting (SOM) tahap 1 atau kesepakatan
inisiasi forum khusus setingkat pejabat senior dan komitmen optimalisasi Join
Task Force (satgas bersama) yang terdiri dari perwakilan pemerintah Indonesia
dan Kementerian Arab Saudi yang akan dilakukan dengan cara melakkan
pertemuan rutin perbulan yang bertempat di Arab Saudi.

Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) kembali terjadi pada Mei 2011
di Jeddah yang disebabkan oleh kasus overstayer. Pertemuan ini dihadiri oleh
kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat sebagai Ketua delegasi dari pemerintah
Indonesia dan Menteri Ketenagakerjaan Adiel Muhammad Fakieh sebagai Ketua
delegasi dari Arab Saudi. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan pembahasan
Nota Kesepahaman (MoU) terkait penempatan dan perlindungan TKI di Arab
Saudi. Kesepakatan pembahasan MoU ini dituangkan melalui penandatanganan
Statement of intent atau letter of intent (pernyataan kehendak bersama) oleh

delegasi-delegasi yang ada.
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Direncanakan MoU tersebut akan siap ditandatangani selambat-lambatnya
enam bulan kedepan. Dan selama kurun waktu tersebut, masing-masing pihak
akan membentuk tim kerja persiapan MoU untuk kemudian membentuk Joint
Working Group (tim kerja gabungan) mewakili kedua negara dengan tugas
mendetilkan poin-poin yang perlu dimasukkan kedalam naskah MoU.

Hingga pada 19 Februari 2014, dibentuklah Mou (Momarandum of
Understanding) tentang perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia
dalam sektor domestik yang ditandatangani langsung oleh Kemenaker dari kedua
negara yaitu Muhaimin Iskandar dan Adiel Muhammad Fakieh pada 19 Februari
2014. Memorandum of Understanding (MoU) tersebut merupakan perjanjian
dalam bidang ketenagakerjaan pertama yang dilakukan oleh kedua negara. MoU
tersebut diyakini sebagai proges yang penting untuk kedua belah negara dalam
realisasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. Terdapat 9 pasal
yang tercantum di dalamnya dan secara keseluhan membahas tentang syarat dan
ketentuan, penempatan dan perlindungan, bantuan hukum , kontrak kerja Pekerja
Migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi dalam sektor domestik. Sistem
asuransi dan batas jam kerja dinilai sebagai perihal yang belum ditandangi dalam
perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak negara dalam beberapa penelitian.

Jika Indonesia memiliki tatanan hukum terkait dengan perlindungan dan
penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berbeda dengan hukum
ketenagakerjaan secara umum, Arab Saudi hanya memiliki Saudi Labour Law
Royal Decree No. M/51, 23 Sha'ban 1426 / 27 September 2005. Peraturan tersebut

terdiri dari 245 pasal dan hanya 10 pasal yang membahas tentang pekerja asing.
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Kesepuluh pasal itupun hanya mengatur terkait dengan prosedur dan aspek legal
antara pekerja dengan majikan. Lebih mirisnya lagi negara GGC (Gulf Labour
Marker and Migration) seperti Arab Saudi melihat bahwa pekerja domestik tidak
layak untuk masuk dalam legislasi sosial ketenagakerjaan dan mendapatkan
regulasi seperti pekerja lain. Hal tersebut dikarenakan akan mengganggu privasi
dari rumah tangga itu sendiri.”

B. Kasus Eksekusi Mati Pekerja Migran Indonesia Tanpa Notifikasi

Resmi oleh Arab Saudi Tahun 2018

Pemberitaan media terkait dengan permasalahan yang menimpa Pekerja
Migran Indonesia di Arab Saudi sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Dimulai
tindakan asusila seperti pelecehan seksual, kekerasan oleh majikan, terjerat
masalah hukum, pembunuhan hingga eksekusi mati. Pada tahun 2018, Arab Saudi
telah melakukan tindakan eksekusi mati kepada dua Pekerja Migran Indonesia
tanpa adanya notifikasi secara resmi sebelumnya. Eksekusi mati tersebut
dilakukan kepada Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati tanpa indikasi sama sekali.
Dari berita setempat, Lalu Muhammad Igbal mengatakan bahwa eksekusi Zaini
dilakukan tanpa pemberitahuan dan mengesampingkan bahwa PK masih berjalan.
Sedangkan Igbal sangat menyayangkan bahwa eksekusi mati terhadap Tuti
Tursilawati dilakukan tanpa adanya notifikasi kepada perwakilan Indonesia baik

di KBRI Riyadh maupun di KJRI Jeddah.

> N Fernandez, “Essential yet Invisible: Migrant Domestic Workers in the GGC, Gulf
Labour Marker and Migration.
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Zaini Misrin merupakan Pekerja Migran Indonesia asal Kebun, Kamal,
Bangkalan Madura yang mulai bekerja di Arab Saudi sebagai supir pribadi pada
tahun 1992. Menurut pengakuan Lalu Muhammad Igbal dalam berita kompas
pada 20 Maret 2018 Zaini sempat kembali ke Tanah Air sebelum akhirnya
kembali ke Arab Saudi pada tahun 1996 dan bekerja dengan majikan yang sama.
Zaini mulai terjerat masalah hukum pada 13 Juli 2004 karena kasus tuduhan
pembuhan yang ia lakukan terhadap majikannya yang bernama Abdullah bin
Umar Muhammad Al Shindy yang dilaporkan oleh anak majikan.”® Menurut
pengakuan Saiful Toriq anak Zaini Misrin dalam video dokumenter Mata Najwa ,
Majikan Zaini misrin meninggal dengan cara ditusuk dikamar pribadinya ”ee sang
majikan itu terbunuh, tertusuk pisau, didalam kamar. Tau-taunya abah ada dua
orang berpakaian safari langsung diginikan abah (diborgol) dibawa ke penjara,
dijelaskanlah bahwa sang majikan sudah tidak ada”"

Saiful Torig menambahkan bahwa abahnya (Zaini Misrin) tidak tau sama
sekali dan dipaksa untuk mengakui pembunuhan yang tidak lakukan. Zaini juga
disiksa dengan digantung dan dicambuk untuk segera mengakui perbuatannya
namun Zaini tetap tidak mau.

Zaini divonis hukuman mati pada 17 November 2008 dan berhasil dieksekusi
mati pada 18 Maret 2018. Pengacara Zaini sempat mengajukan PK (Peninjauan

Kembali) terhadap kasus Zaini Misrin pada Janauari 2017 namun ditolak oleh

7 Moh. Nadlir, “Kisah Perantauan Zaini Misrin yang Berakhir di Tangan Algojo Arab
Saudi,” Kompas.com, 20 Maret 2018 , diakses pada 24 Februari 2019, https://amp-kompas-
com.cdn.amproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/03/20/06331931/kisah-
perantauan-zaini-misrin-yang-berakhir-di-tangan-algojo-arab-saudi,

7 Video dokumenter Mata Najwa Part 2 pada 29 Maret 2018 “Gadai Nyawa di Negeri
Orang: Curahan Hati Anak Zaini Misrin,”,
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pemerintah Arab Saudi. Pada bulan yang sama, Presiden Joko Widodo menulis
surat secara langsung kepada Raja Arab Saudi dengan isi agar pihak Arab Saudi
memberikan kesempatan kepada pengacara Zaini untuk mencari bukti baru. Surat
tersebut ditanggapi oleh pemerintah Arab Saudi pada Mei 2017 dengan jadwal
eksekusi ditunda 6 bulan. Pada Januari 2018 pengacara Zaini mengajukan PK
yang kedua, kalaupun PK tersebut berhasil dilakukan oleh pihak pengacara
Indonesia, namun eksekusi mati tetap dilakukan kepada Zaini Misrin pada saat PK

ke-2 masih berlangsung”

Torig mengatakan, bahwa pihak keluarganya tidak diberikan pemberitahuan
sama sekali dan hanya diberitahu oleh pamannya yang juga sama-sama bekerja di
Arab Saudi lewat ponsel seluler bahwa abahnya sudah tiada “Pertama mendengar
itu dari paman saya itu. Waktu... Alm. Adik.. abah Ada di Makkah waktu itu
memang Kkerja diSaudi juga.. iya telvon.. Yaa kaloo abah sudah tidak ada gitu,
sudah di qgisos”.”® Pihak PWNI/BHI sendiri menyayangkan bahwa eksekusi

tersebut dilakukan dengan mengesampingkan PK ke-dua yang masih berjalan.

Kasus kedua terjadi kepada Tuti Tursilawati Pekerja migran Indonesia asal
Cikeusik, Malajengka, Jawa Barat yang dieksekusi mati pada 28 Oktober 2018.
Tuti divonis hukuman mati pada juni 2011 atas kasus pembunuhan yang ia

lakukan kepada majikannya yang sudah tua bernama Su’ud Mulhaq Al Utaibi

® Moh. Nadlir, “Kisah Perantauan Zaini Misrin yang Berakhir di Tangan Algojo Arab
Saudi,” Kompas.com, 20 Maret 2018 , diakses pada 24 Februari 2019, https://amp-kompas-
com.cdn.amproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/03/20/06331931/kisah-
perantauan-zaini-misrin-yang-berakhir-di-tangan-algojo-arab-saudi,

’® Video dokumenter Mata Najwa Part 2 pada 29 Maret 2018 “Gadai Nyawa di Negeri
Orang: Curahan Hati Anak Zaini Misrin,”,
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pada 11 mei 2010 dikarenakan oleh pembelaan diri yang ia lakukan.”” Menurut
pengakuan Iti Sarniti, Ibu Tuti ketika ia diwawancarai dalam acara Mata Najwa,
ibu Iti mengatakan bahwa ketika berkunjung di penjara Tuti pada tahun 2012 ia

bertanya terkait dengan kronologi kejadian dan Tuti menjawab dengan:

yah habisna mah, gimana gak kesel kan.. mana udah orangnya
udah tua, masak mau katanya melakuin seperti itu, ngajak saya
kan, itu kan gak mungkin.. kata Tuti. Saking keseel, udah
lama-lama kelamaan bukan sebulan dua bulan gitu ya, jadi dia
keseeel, jengkel mungki udah nggak sabar lagi,.. mungkin
udah dibilangin gini.. nggak ngerti gitu ya, nah suatu hari
mungkin saking keselnya.. pernah jadi itu tu dia tu mendorong
si kakek yang pakek kursi roda itu buuk sampek jatuh"®

Sebenarnya, setelah didorong oleh Tuti sampai Jatuh. Kakek Su’ud sempat
dilarikan ke rumah sakit setempat, dan dinyatakan meninggal dunia selang tiga

hari setelah menjalani perawatan.

Menurut pernyataan Hariyanto selaku Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia,
karena ketakutan setelah melihat majikan tuanya jatuh dan dibawa ke rumah sakit,
Tuti memutuskan untuk melarikan diri ke Makkah. Tuti yang berniat untuk
menghindar dari majikan tua, di tengah jalan malah bertemu dengan 5-9 orang
pemuda Arab yang berdalih ingin membantu perjalannya untuk sampai ke
Makkah. Namun naasnya Tuti malah diperkosa secara bergilir hingga pagi dan

barang-barangnya juga diambil. Sehari setelahnya Tuti ditangkap dan

" Friski Riana,” Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati,”
Nasional Tempo, 30 Oktober 2018, diakses pada 28 Agustus 2019
https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-
mati,

’® Video dokumenter Mata Najwa Part 1 pada 29 Maret 2018 “Gadai Nyawa di Negeri
Orang”,


https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati
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diinvestigasi terkait dengan kejahatan yang telah ia lakukan kepada majikan.™
Eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati dilakukan tanpa adanya indikasi sama
sekali karena sehari sebelumnya Tuti masih melakukan panggilan video call

dengan ibunya.®

Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi Warga Negara Asing
yang ada di negaranya. Kewajiban tersebut adalah salah satunya dengan
memberikan informasi terkait dengan apa yang terjadi kepada Warga Negara
Asing kepada perwakilan negara yang ada di negara penerima. Informasi tersebut
berupa notifikasi secara resmi baik dilakukan secara tertulis melalui fax jika
memungkinkan ataupun lewat telepon dengan merekamnya sebagai bukti
notifikasi. Dalam kasus kematian atau meninggal dunia, pihak negara berkewajian
untuk memberikan informasi berupa notifikasi resmi kepada perwakilan Warga
Negara Asing yang ada dinegaranya, ketentuan tersebut tertulis dalam Konvensi
Wina 1963 tentang hubungan konsuler ayat 37 “in the case of the death of a
national of the sending State, to inform without delay the consular post in whose
district the death occurred” yang berarti bahwa notifikasi yang diberikan harus
tanpa menunda waktu. Menurut Lalu Muhammad Igbal dalam kasus eksekusi
mati, notifikasi dilakukan 3 hari sebelum terlaksananya eksekusi kepada pihak

pemerintah korban.®! Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah negara korban

" Video dokumenter Mata Najwa Part 1 pada 29 Maret 2018 “Gadai Nyawa di Negeri
Orang”,
8 Eva Mazrieva, “Pancung TKI tanpa Pemberitahuan, Indonesia Protes Arab Saudi, «
VoA Indonesia, 30 Oktober 2018, diakses pada 28 Agustus 2019, https://www-voaindonesia-
com.cdn.ampproject.org/v/s/www.voaindonesia.com/amp/4635891.html,
# Hanna Azarya Samosir,” Kemlu: TKI Karni juga Dipancung Saudi tanpa Beri Tahu RI,”
CNN Indonesia, 16 April 2015, diakses pada 26 Juli 2019,



https://www-voaindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.voaindonesia.com/amp/4635891.html
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merasa siap dan melakukan tindakan yang lebih intensif jika memungkinkan

ditundanya tindakan eksekusi kepada warga negaranya.

Menurut data United Nation Treaty Collection, Arab Saudi merupakan salah
satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi wina 1963 pada tahun
1988.%2 Namun realitanya, Arab Saudi tetap bergeming dan menganggap bahwa
pihaknya hanya menjalankan hukum yang ada di negaranya tanpa merasa telah

melanggar hukum Internasional.

C. Aksi Protes Pemerintah indonesia dalam Menangapi Pekerja Migran
Indonesia yang Dieksekusi Mati Tanpa Notifikasi di Arab Saudi pada

Tahun 2018

Adanya kebijakan moratorium dan Momeratorium of Understanding atau
MOU antara Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi tentang perlindungan Pekerja
Migran Indonesia dirasa belum bisa mengurangi konflik ketenagakerjaan yang
berkepanjangan antara kedua negara tersebut. MoU terkait dengan perlindungan
Pekerja Migran Indonesia yang menjadi kesepakatan awal ketenagakerjaan antara
keduanya yang pada awalnya dirasa oleh beberapa pihak mampu untuk setidaknya
mengurangi permasalahan migran antara keduanya malah seperti tidak memiliki
andil sama sekali. Adanya kebijakan moratorium yang dikeluarkan secara resmi

oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011 disebabkan oleh adanya eksekusi mati

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150416191757-106-47251/kemlu-tki-karni-juga-
dipancung-saudi-tabpa-beri-tahu-ri ,

82 UNTC” R Modifikasi terakhir 6 Desember 2018,
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no-111-6&chapter=3&lang=en



https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150416191757-106-47251/kemlu-tki-karni-juga-dipancung-saudi-tabpa-beri-tahu-ri
https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150416191757-106-47251/kemlu-tki-karni-juga-dipancung-saudi-tabpa-beri-tahu-ri
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no-III-6&chapter=3&lang=en
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Ruyati binti Satubi tanpa adanya notifikasi yang menjadi salah satu pendorong
adanya kebijakan tersebut karena kemarahan publik. Ruyati binti Satubi, ternyata
hanya menjadi awal dari tindakan Arab Saudi yang dirasa telah melanggar

kebiasaan Internasional tersebut.

Pada tahun 2018, yaitu periode ketiga setelah periode pertama pada tahun
2011 dengan satu kasus dan periode kedua pada tahun 2015 dengan dua kasus
ketika Arab Saudi melakukan tindakan kekosongan notifikasi atas eksekusi mati
yang menimpa 2 Pekerja Migran Indonesia, pihak pemerintah Indonesia
melayangkan nota protes kepada pihak Arab Saudi dengan menelfon Menteri Luar
Negeri Arab Saudi Adel Al- Jubeir setelah pihak Indonesia mendapatkan kabar
tentang eksekusi mati Tuti Tursilawati. Protes tersebut ditindaklanjuti pada 30
Oktober 2019 dengan memamanggil Osama Muhammad Abdullah Al-Shuabi
yaitu Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia ke Kementrian Luar Negeri untuk

menyampaikan protes secara langsung.®

Sikap protes juga dilakukan oleh pihak Indonesia Senin, 19 Maret 2018
setelah berita eksekusi mati mati Zaini Misrin sampai ke telinga pihak Indonesia.
Menurut berita setempat dan sudah diklarifikasi penulis kepada narasumber, Duta
Besar Arab Saudi dipanggil secara langsung oleh Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya untuk menyampaikan keprihatinan kami

# Hasil Wawancara dengan Divisi Bantuan Hukum Warga Negraa Indonesia Wilayah
Arab Saudi Kemlu pada Kamis, 11 Juli 2019 jam 16:00,
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dan melayangkan nota potes secara resmi.®* Bukan hanya itu, pihak Indonesia
juga meminta klarifikasi kepada Osama Muhammad Abdullah terkait apa yang
dilakukan oleh negaranya. Osama Muhammad sendiri merasa bingung, hal
tersebut dikarenakan eksekusi mati menjadi permasalahan yang ditangani oleh
negaranya secara internal, dan pihaknya hanya menjalankan hukum yang ada
dinegaranya. Menurut ibu Dewi selaku pihak PWNI/BHI wilayah khusus Arab
Saudi nota protes tersebut juga dilayangkan oleh pemerintah Indonesia melalui
Duta Besar Republik Indonesia di Arab Saudi Maftuh abigabril kepada

Pemerintah Arab Saudi secara langsung. %

Nota protes pada periode tersebut dilakukan dua kali terhitung setelah Zaini
Misrin yang dieksekusi mati pada saat PK ke-dua masih berjalan yaitu pada 19
Maret 2018 dan setelah eksekusi mati Tuti Tursilawati. Satu minggu sebelum
eksekusi mati Tuti Tursilawati berlangsung, dalam pertemuan bilateral antara
Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Arab Saudi di Jakarta pada 23 Oktober
2018 Menteri Retno membahas dan meminta agar Arab Saudi mau memberikan

notifikasi kedepannya.

Hal tersebut ditegaskan oleh ibu Dewi pada wawancara yang dilakukan oleh
peneliti pada Kamis, 12 Juli 2018 dengan “........ sebenarnya yang menjadi
masalah bukan eksekusinya, melainkan tanggal dari eksekusi itu. Kita

menyayangkan, karena sebagai negara dengan hubungan persahabatan yang baik

84« Zaini Misrin: Indonesia Protes Hukuman Pancung TKI, Kemlu Panggil Dubes Arab
Saudi,” BBC, com, 19 Maret 2018, diakses pada 26 Juli 2019, https://www-bbc-
com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-43454660,

% Hasil Wawancara dengan Divisi Bantuan Hukum Warga Negara Indonesia Wilayah
Arab Saudi Kemlu pada Kamis, 11 Juli 2019 jam 16:00
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seharusnya Arab Sudi melakukan people to people kepada Indonesia. itu yang kita
mau, protes dari kemaren supaya itu”.% Menurut penuturannya protes tersebut
dimaksudkan agar pemerintah Arab Saudi mau memberikan notifikasi secara
resmi kedepannya dan take into considerat dan mempertimbangkan adanya

kerjasama MCN dengan pemerintah Indonesia.

Mandatory Consular Notification (MCN) atau notifikasi konsuler merupakan
sebuah kerjasama bilateral terkait dengan pemberitahuan resmi atau formal
tentang fakta atau peristiwa kepada konsuler. Menurut Teguh Wardoyo, Direktur
PWNI/BHI Mandatory Consular Notification merupakan kesepakatan yang
secara teknis membahas tentang permasalahan WNI dan negara sahabat yang
bersifat timbal balik dalam bentuk notifikasi kekonsuleran.®” Dasar hukum dari
adanya kerjasama MCN ini telah tertulis dalam Konvensi Wina 1963 pasal 36 dan

37. Jika dilihat dari pasal tersebut , maka definisi dari MCN adalah:

a. Suatu notifikasi resmi kepada suatu negara apabila terdapat Warga Negara
Asing yang mengalami penangkapan, masalahan hukum, perwalian dan
meninggal dunia tanpa menunda waktu.

b. Suatu fasilitas yang diberikan kepada petugas konsuler dari negara
pengirim dalam hukum internasional untuk berkomunikasi secara bebas
kepada warga negaranya yang ditahan atau mengalami permasalahan

hukum di negara penerima..

86 1.:
Ibid
& Teguh Wardoyo, “Tabloit Diplomasi: Langkah Strategi Perlindungan Wni, Travel
State  Goverment, 30  April 2016, diakses pada 24  Februari  2019.

http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/39-april-2009/143-langkah-strategis-perlindungan
-wni.html,



http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/39-april-2009/143-langkah-strategis-perlindungan%20-wni.html
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/39-april-2009/143-langkah-strategis-perlindungan%20-wni.html
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c. Suatu hak yang diberikan kepada warga negara pengirim yang ditahan

untuk meminta bantuan kepada petugas konsuler negara asalnya..

MCN pertama kali dibentuk di Amerika Serikat.%® Hal tersebut dikarenakan
Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut
pada tahun 1963 terbukti telah melakukan pelanggaran berkali-kali terhadap
konvensi tersebut. Amerika Serikat pada nyatanya lebih menerapkan hukum yang
ada dinegaranya terhadap Warga Negara Asing dan mengabaikan pemberian
notifikasi kepada petugas konsuler yang ada di negaranya sebagai bentuk dari
kebiasaan internasional. Beberapa negara yang bermasalah mulai membawa kasus
pelanggaran Amerika Serikat tersebut ke Mahkamah Internasional dan hal
tersebut membuat Amerika Serikat membentuk perjanjian Mandatory Concular
Notification dan diikuti oleh selurun negara di dunia sebagai perluasan dari

Konvensi Wina 1963 pasal 36 dan 37.%°

Mandatory Concuar Notification merupakan pelengkap dari 1963 Vienna
Convention yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama dan dituangkan dalam
bentuk tertulis. Karena dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, maka
Mandatory Concuar Notification membawa dampak tersendiri. Berbeda dengan
Konvensi Wina pasal 36 dan 37 yang memberikan notifikasi kepada petugas

konsuler negara asing atas dasar tata krama internasional, dalam perjanjian

8 Amelya gustina, “The Importan of Mandatory Consular Between Indonesia and Other
Foreign State”, mimbar hukum volume 26 nomor 2, ( juni 2014), 324.

8  United State Department of State, “Concular Notification and Access,”
https://travel.state.gov/content/dam/travel/CNAtrainingresources/ CNAManual Feb2014.pdf
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Mandatory Concuar Notification pemberian notifikasi kepada negara asing

menjadi suatu kewajiban karena bersifat mengikat.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi Warga Negara Asing yang ada
dinegaranya sesuai dengan hukum internasional dengan memberikan notifikasi
secara resmi kepada pihak konsuler atau perwakilan negara lain yang ada di
negaranya apabila terdapat warga negara asing yang mengalami tindak pidana,
membutuhkan bantuan hukum, mengalami kecelakaan, membutuhkan perwalian,
meninggal dunia ataupun yang lainnya tanpa adanya penundaan waktu. Hal
tersebut telah tertulis dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

pasal 36 dan 37.%

Arab Saudi telah berkali-kali menuai kecaman protes dari pemerintah
Indonesia terhitung dari sejak tahun 2011 sebagai periode pertama, 2015 sebagai
periode kedua dan 2018 sebagai periode ketiga karena melakukan eksekusi mati
terhadap Pekerja Migran Indonesia dengan tidak adanya notifikasi secara resmi.
Menurut pengakuan dari Lalu Muhammad Igbal selaku Direktur Perlindungan
Warga Negara Indonesia dan Badan hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri
dalam berita nasional Kompas yang rilis pada 31 Oktober 2018, hal tersebut
dikarenakan oleh tidak adanya ketentuan hukum di negara tersebut yang
mewajibkan adanya pemberian notifikasi kepada pihak Indonesia. lebih lanjut lagi
Lalu Muhammad Igbal menambahkan hanya terdapat 4 orang yang mendapatkan

notifikasi terkait dengan eksekusi mati, 4 orang tersebut meliputi: ahli waris

%% |ijhat Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsulr Pasal 36 dan 37,
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korban, jaksa penuntut hukum, kepala penjara dan lembaga pemaafan.*
Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Dewi selaku
informan peneliti “yang memang benar, yang dikatakan bapak dimedia itu
semuanya benar”. Terkait dengan sumber positivis hukum tersebut, ibu Dewi
hanya mengatakan “..... itu ketentuan Arab Saudi, itu aturan mereka dan mereka

yang tau”.%

D. ANALISIS RATIONAL CHOICE INDONESIA

Sikap protes yang dikeluarkan oleh Indonesia sebagai respon dari
aksi’semena-mena” pemerintah Arab Saudi yang telah mengeksekusi mati
Pekerja Migran Indonesia tanpa notifikasi pada tahun 2018 menjadi pertanyaan
yang besar. Hal ini dikarenakan oleh dua hal: pertama, tindakan Arab Saudi yang
tidak memberikan notifikasi tersebut telah melanggar kebiasaan internasional.
kedua, tahun 2018 sebagai periode ketiga Arab Saudi melakukan tindakan
tersebut, karena di tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 dan 2011 Arab
Saudi pernah melakukan tindakan yang serupa dengan total Pekerja Migran
Indonesia yang dieksekusi mati tanpa notifikasi sebanyak 5 orang. Di sini peneliti
akan menjelaskan secara rinci di balik makna “alasan pemerintah Indonesia hanya
melakukan protes” selama ini dengan menggunakan teori rational choice milik

Graham T. Allison.

! Kristian Erdianto, Pemerintah Ungkap Penyebab tak Adanya Notifikasi Eksekusi Mati
Tuti Tursilawati, Kompas.com, 01 November 2018, diakses pada 24 Februari 2019,https://amp-
kompas-
com.cdn.ampproject.org/v/s//amp.kompas.com/nasional/read/2018/11/01/09221951/pemerintah-
ungkap-penyebab-tak-adanya-notifikasi-eksekusi-mati-tuti-tursilawati,

% Hasil Wawancara dengan Divisi Bantuan Hukum Warga Negra Indonesia Wilayah
Arab Saudi Kemlu pada Kamis, 11 Juni 2019 jam 16:00
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Tindakan yang tidak manusiawi selalu saja menghantui Pekerja Migran
Indonesia yang sedang bekerja di Arab Saudi. Salah satunya adalah adanya
hukuman eksekusi mati. Namun, dalam beberapa tahun terakhir masyarakat
Indonesia dikejutkan dengan adanya eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia
tanpa adanya notifikasi, padahal dalam ketentuannya seharusnya notifikasi
tersebut dilakukan 3 hari sebelum dilakukannya eksekusi. Bahkan pemerintah
Indonesia yang menjadi salah satu negara yang menerapkan eksekusi matipun
memberikan notifikasi kepada pemerintah Warga Negara Asing satu bulan

sebelum eksekusi Warga Negara Asing terjadi.

Tahun 2018 menjadi periode ketiga adanya eksekusi mati Pekerja Migran
Indonesia yang berjumlah dua orang oleh otoritas Arab Saudi. Sebelumnya telah
ada 1 Pekerja Migran Indonesia yang dieksekusi mati tanpa notifikasi pada tahun
2011 dan 2 Pekerja Migran Indonesia di tahun 2015. Dalam Konvensi Wina 1963
kekonsuleran yang telah diratifikasi oleh pihak Arab Saudi maupun pihak
Indonesia, pasal 37 dari konvensi tersebut menyebutkan bahwa pemberian
notifikasi kepada pos konsuler negara asing yang ada di negara penerima atas
Warga Negara Asing yang mengalami meninggal dunia harus dilakukan tanpa

adanya penundaan waktu.

Guna untuk menghadapi permasalahan tersebut, Indonesia harus memberikan
respon yang rasional atas tindakan “semena-mena” Arab Saudi dengan nilai
maksimal dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kepentingan
nasional. Graham T. Allison mengidentifikasikan teori pemilihan rasional tersebut

denga 4 tahap diantaranya: tujuan, opsi, konsekuensi dan pilihan.
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A. Tujuan

Tujuan berbicara tentang apa yang menjadi goal negara dalam menyelesaikan
suatu permasalahan dan sesuai dengan kepentingan nasional negara tersebut.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah fakta bahwa terdapat kasus eksekusi
mati Pekerja Migran Indonesia tanpa notifikasi yang dilakukan oleh Arab Saudi
selama 3 periode dengan jumlah 5 Pekerja Migran Indonesia. Sebagai negara yang
memiliki konstitusi tentang komitmen untuk melindungi seluruh warga
negaranya, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghentikan tindakan “semena-
mena” Arab Saudi tersebut mengingat bahwa masih terdapat 7 Pekerja Migran
Indonesia yang menunggu eksekusi mati di Arab Saudi yang antara lain:** Eti
binti Toyi Anwar, Jainah Tajuri, Karina binti Neria, Agus Ahmad Waras,
Nurkoyah binti Marsan, Lilik binti Mas’oed, Ginarti binti Sairin Payen. Dalam
Rational Choice negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah
memiliki kewajiban untuk meneliti dan mengidentifikasikan tujuan. Oleh sebab
itu, dengan pilihan yang kognitif agar 7 Pekerja Migran Indonesia yang pada hari
ini sedang menunggu eksekusi mati di Arab Saudi tidak memiliki nasib yang sama
seperi Tuti Tursilawati dan Zaini Misrin maupun 3 Pekerja Migran Indonesia
yang lain, sesuai dengan kerjasama Internasional pemerintah Indonesia meminta
kepada Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan kesepakatan bilateral tentang
notifikasi konsuler atau Mandatory Concular Notification. “......Kita meminta

mereka untuk taken kerjasama MCN tersebut, agar kedepannya tidak ada lagi

% Video dokumenter Mata Najwa Part 1 pada 29 Maret 2018 “Gadai Nyawa di Negeri
Orang”
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kejadian seperti Tut e Tuti Tursilawati dan PMI yang dari Bangkalan Zaini”.** Di
sini bisa dilihat bahwa tujuan dari Pemerintah Indonesia sendiri adalah
meniadakan adanya kasus eksekusi mati tanpa notifikasi di kemudian hari dengan
meminta Arab Saudi untuk segera menandatangani kerjasama MCN. Kerjasama
MCN ini sendiri nantinya bertujuan mengikat pemerintah Arab Saudi untuk
memberikan notifikasi terkait dengan keadaan Warga Negara Indonesia

khususnya Pekerja Indonesia di Arab Saudi dengan wajib.
B. Opsi

Untuk merespon tindakan Arab Saudi yang telah mengeksukusi mati Pekerja
Migran Indonesia tanpa notifikasi, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan
kebijakan luar negeri sesuai dengan kepentingan nasional yang menjadi tujuan.
Opsi berbicara tentang tindakan atau kebijakan yang relevan dengan tujuan dan
memberikan spektrum pilihan. Oleh sebab itu dalam melihat situasi atas tindakan
“semena-mena” Arab Saudi, Indonesia memiliki dua opsi untuk merealisasikan

kepentingan nasionalnya. Kedua opsi tersebut mencakup:

pertama, tindakan tegas dengan melaporkan ke 1CJ. Melaporkan tindakan
Arab Saudi yang telah mengeksekusi mati Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati tanpa
adanya notifikasi dimaksudkan karena pemerintah Arab Saudi telah melanggar
aturan internasional dalam konvensi Wina 1963 padal 37 bahwa setiap negara

receiving state harus memberitahukan kepada petugas konsuler sending state

" Hasil Wawancara dengan Divisi Bantuan Hukum Warga Negra Indonesia Wilayah
Arab Saudi Kemlu pada Kamis, 11 Juni 2019 jam 16:00
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apabila terdapat warga negaranya yang mengalami kematian tanpa adanya

penundaan waktu.

Arab Saudi telah terhitung melakukan tindakan pelanggaran kebiasaan
internasional tersebut sebanyak 5 kali, jadi sudah seharusnya kasus tersebut
dibawa ke 1CJ dan diselesaikan lewat jalur hukum agar Arab Saudi mendapatkan
sanksi yang setimpal. Hal serupa juga dilakukan oleh pemerintah Jerman,
Paraguay dan Meksiko kepada Amerika Serikat karena telah melanggar Konvensl
Wina 1963 pasal 36 dan 37 Kasus pertama terjadi pada tahun 1999 kepada dua
bersaudara warga negara Jerman La Grand. Dua bersaudara tersebut dijatuhi
hukuman mati karena terbukti telah membunuh pertugas bank. Pasca eksekusi
keduanya, Jerman membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional karena
Amerika Serikat tidak memberikan notifikasi kepada pihak pemerintah Jerman
atas notifikasi La grand bersaudara dan menolk untuk memberikan izin PK. Pada
saat itu Amerika Serikat berdalin dengan mengunakan Prosedural default
Doctrine. Namun ICJ memutuskan bahwa Amerika Serikat tetapi bersalah karena
telah melanggar Konvensi Wina 1963 pasal 36 dan 37. * Kasus kedua terjadi
pada tahun 2003 dalam kasus Avena, Amerika Serikat bersama beberapa negara
bagian seperti Ohio, Texas, California dan 6 negara lainnya menjatuhkan
hukuman mati kepada 46 warga Meksiko. Eksekusi mati dilakukan tanpa
memberikan notifikasi kepada pihak konsuler Meksiko yang ada di negaranya.

Meksiko akhirnya membawa kasus tersebut ke International Court of Justice

% International Court of Justice, “La Grand Case (Germany v United State of America:
Summary of The Order”,” modifikasi terakhir 25 Juli 2016, http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?sum=524&code=gus&pl=3&p2=3&case=104&k=04&p3=5,



http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=524&code=gus&pl=3&p2=3&case=104&k=04&p3=5
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=524&code=gus&pl=3&p2=3&case=104&k=04&p3=5
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dengan tuduhan telah melanggar Konvensi Wina 1963 asal 36 dan 37.% Dan
kasus ketiga terjadi pada Breard warga negara Paraguay. Amerika Serikat tidak
memberikan notifikasi resmi kepada pihak Paraguay dan menutup-nutupi bahwa
Breard merupakan warga negara Paraguay, hal tersebut membuat Breard
kehilangan haknya untuk meminta bantuan hukum. Kasus ini pada akhirnya
dibawa ke ICJ dengan pertimbangan Amerika Serikat mau membebaskan
Breard.”” Dari ketiga kasus tersebut sebenarnya bisa dilihat bahwa Indonesia
memiliki opsi untuk melaporkan dan membawa tindakan Arab Saudi kepada Zaini
Misrin dan Tuti Tursilawati kepada ICJ karena telah melanggar Konvensi Wina

pasal 37.

Kedua, tindakan yang lebih “halus” dengan cara protes. Indonesia merupakan
negara dengan kehidupan sosial masyarakatnya yang beragam dan hidup
berdampingan serta lebih suka menyelesaikan permasalahan dengan cara damai.
Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Richmon bahwa keadaan
sosial Indonesia yang bisa hidup berdampingan tanpa ada ancaman dari pihak
manapun menciptakan suatu perdamaian sehingga membuat negara tersebut lebih
suka menyelesaiakan persengketaan dengan cara damai dan kompromi.*®®
Konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 juga mengatakan bahwa Indonesia akan
memperjuangkan adanya perdamaian dunia menjadi asumsi penguat bahwa

negara tersebut terkesan menghindari konflik. Esensi dari kebijakan luar negeri

% International Court of Justice, “La Grand Case (Germany v United State of America:
Summary of The Order,” Modifikasi terakhir 25 Juli 2016, http://www.icj-
cii.orq/d%cket/index.php?sum:524&code:qus&pI:3&02:3&case:104&k:04&|03:5,

7 -
Ibid
% Qliver P Richmon, Peach in International Relation, (London: Routledge, 2008), 8.
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berasal dari identitas nasional suatu negara. Indonesia yang merupakan negara
bekas jajahan yang takut dengan intervensi asing ataupun super power kerap kali
menjadi menggunakan cara-cara lunak dalam sengketa Internasional seperti
sengketa perbatasan wilayah Indonsia yang lagi-lagi dicaplok Malaysia. Camar
Bulan, Sambas Kalimantan Barat merupakan wilayah milik Indonesia namun
dalam Outstanding Boundary Problem (OPB) Camar Bulan dimasukan ke dalam
peta Serawak oleh Malaysia. Hal tersebut dikarenakan Malaysia berpatokan
dengan perjanjian perbatasan Indonesia-Malaysia di Kinabalu pada tahun 1975
wilayah yang netral. Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah Indonesia lebih
memilih untuk melakukan diplomasi bilateral karena dianggap lebih tepat untuk
menyelesaikan permasalah ini. Beberapa persengketaan internasional lain seperti
sengketa perdagangan kertas antara Indonesia dengan Korea Selatan, sengketa
Natuna dalam Laut Tiongkok Selatan juga diselesaikan Indonesia dengan cara

damai.

Oleh sebab itu, dalam merespon adanya tindakan Arab Saudi yang telah
mengeksekusi mati tanpa notifikasi Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2018,
pemerintah Indonesia memiliki opsi untuk menggunakan cara damai dengan
pendekatan G to G dengan cara protes.. Pelayangan protes dianggap sebagai
jalan yang lebih damai dan tidak menimbulkan adamya dendam maupun
pemutusan hubungan seperti apabila Indonesia mengeluarkan sikap yang lebih
kasar seperti membawa kasus ini ke ICJ dan membuat Arab Saudi mendapatkan

sanksi.
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C. Konsekuensi

Adanya sebuah opsi akan menciptakan serangakaian konsekuensi, dan
konsekuensi tersebut berbicara tentang perhitungan untung daan rugi dari opsi
yang telah ditentukan. Konsekuensi melihat bagaimana negara sebagai individu
yang rasional akan memilah adanya keuntungan dan kerugian dari masing-

masing opsi.

(1) Tindakan Tegas dengan Melaporkan ke ICJ

a. Konsekuensi Positif

Perlakuan Arab Saudi yang tidak memberikan notifikasi atas eksekusi mati
Pekerja Migran Indonesia telah melanggar kebiasaan Internasional, hal tersebut
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu Dewi “ Yaaa kita semua tau kalau
dalam kebiasaan Internasional negara harusnya memberikan notifikasi atas
eksekusi mati warga negara asing.......”%°. Dalam kasus serupa yang terjadi kepada
negara Amerika Serikat pada tahun 1998. Negara Meksiko dan Jerman membawa
kasus tersebut lewat jalur peradilan internasional dan membuat Amerika Serikat
mendapatkan beberapa sanksi dari ICJ karena telah melanggar Konvensi Wina
1963. Seperti halnya dengan Jerman, Paraguay dan Meksiko yang telah
mendapatkan keuntungan karena telah membawa kasus ini ke ranah Mahkamah
Internasional dengan keuntungan seperti pemberian sanksi tentang ketetapan

pelanggaran hukum internasional oleh Amerika Serikat, mendapatkan ganti rugi

% Hasil Wawancara dengan Divisi Bantuan Hukum Warga Negra Indonesia Wilayah
Arab Saudi Kemlu pada Kamis, 11 Juni 2019 jam 16:00
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dan membuat Amerika Serikat mempertimbangkan keputusan. Melaporkan
tindakan Arab Saudi ke ICJ juga memiliki keuntungan secara kognitif bagi
Indonesia di antaranya: pertama, memberikan sanksi dengan membawa masalah
ini ke 1CJ memiliki tujuan agar Arab Saudi jera untuk tidak lagi melakukan
eksekusi mati tanpa notifikasi kepada pihak Indonesia. Efek jera tersebut bisa jadi
akan membuat Arab Saudi memahami bahwa permasalahan yang terjadi terhadap
Warga Negara Asing yang ada di dalam negaranya tidak serta merta bisa
diselesaikan dengan jalur hukum nasional, namun juga harus mempertimbangkan

adanya hukum internasional.

Kedua, menambah citra pemerintah di hadapan masyarakat, pelayangan nota
protes sebagai respon pemerintah Indonesia dalam menanggapi tindakan Arab
Saudi yang telah mengeksekusi mati Pekerja Migran Indonesia tanpa notifikasi
mendapatkan kecaman dari beberapa pihak, salah satunya adalaha Migran Care
sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang concern terhadap
hak dan perlindungan buruh migran Indonesia. Dalam wawancara yang dilakukan
oleh peneliti kepada Fitri Lestari selaku divisi Bantuan Hukum Migrant Care,
pihak Migran Care melihat bahwa selama ini pemerintah kurang dalam menjaga
komitmennya untuk melindungi Warga Negara Indonesia terutama Pekerja
Migran Indonesia. Harusnya pemerintah lebih tegas dan melihat bahwa Pekerja
Migran Indonesia merupakan korban, karena beberapa kasus pembunuhan

tersebut dilakukan dengan sebab pembelaan diri.'® Oleh sebab itu membawa

199 Hasil Wawancara dengan Divisi Bnatuan Hukum Migrant Care Indonesia pada Rabu,

10 Juli 2019 jam 10:00,
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kasus ini dalam ranah pengadilan Internasionall tentu akan menambah
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tentang komitmennya dalam

melindungi Warga Negara Indonesia terkhususnya Pekerja Migran Indonesia.

b. Konsekuensi Negatif

Namun beberapa hal negatif harus dipertimbangkan ketika Indonesia harus
mengeluarkan tindakan tegas kepada Arab Saudi. Konsekuensi negatif tersebut
berupa: Pertama, Pemutusan hubungan persahabatan. Indonesia dengan Arab
Saudi telah menjalin hubungan persahabatan sejak tahun November 1971 yang
telah Indonesia ratifikasi dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1971 tentang
Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Kerajan Arab Saudi. Undang-
Undang ini berisi tentang beberapa kerjasama bilateral dan penyelesaian masalah
secara damai sebagai representasi dari wujud perdamaian dunia. Perjanjian ini
tanpa ada batas waktu dan menjadi acuan dalam perjanjian bilateral selanjutnya
antara Indonesia dengan Arab Saudi. Hubungan yang hampir 50 tahun terjalin
tersebut tidak bisa begitu saja terputus, apalagi mengingat bahwa kesepakatan
tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah lama
diminta oleh pemerintah Indonrsia baru saja disepakati oleh Arab Saudi dan di
tandatangani oleh perwakilan kedua negara pada tahun 2014 yang bernama
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan
Arab Saudi mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Sektor Domestik. Padahal pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi

telah berlangsung sejak krisis oil boom atau pada tahun 1970-an.
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Kedua, tidak akan ada notifikasi sampai waktu yang tidak ditentukan . Masih
terdapat banyak sekali Pekerja Migran Indonesia yang terjerat masalah hukum di
Arab Saudi. selaras dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam
berita setempat bahwa masih banyak Pekerja Migran indonesia yang terjerat
masalah hukum di Arab Saudi.’* Terhitung dari 7 yang sudah divonis mati yang
menunggu eksekusi mati dan jumlah yang tak diperkirakan sedang dalam proses
masalah hukum. Oleh sebab itu membawa kasus tersebut ke ICJ bisa jadi akan
membuat Arab Saudi tidak akan memberikan notifikasi kekonsuleran kepada

Indonesia karena adanya perselisihan dalam hubungan mereka.

Ketiga, kepentingan Indonesia atas negosiasi penambahan kuota haji terancam
batal. Jika jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 87,17% dengan jumlah

7,192 maka

keseluruhan penduduk yang mencapai 257,9 juta jiwa pada tahun 201
Indonesia menempati urutan nomor satu populasi muslim terbesar di dunia. Haji
menjadi salah satu kewajiban teologis bagi seorang muslim, dengan jumlah
penduduk Indonesia yang bertambah setiap tahun, maka semakin bertambah pula
kuota haji yang dibutuhkan. Waiting list menjadi problematika dalam
pemberangkatan haji Indonesia, banyaknya jumlah permintaan haji dan stagnya

kuota haji Indonesia dari Arab Saudi menjadi akar permasalahannya. Sejak tahun

2013- 2016 Indonesia mengalami pemangkasan kuota haji 221.000 menjadi

%Y Arys Aditya, “Jokowi Protes Arab Hukum Mati TKW Indonesia Tanpa Notifikasi”,
CNBC  Indonesia, 31 Oktober 2018, diakses pada 17 Oktober 2019,
https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031121445-39899/jokowi-protes-arab-hukum-mati-
tkw-indonesia-tanpa-notifikasi ,

192 Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, “Pengaruh Kuota Terhadap Daftar
Tunggu Naik Haji Kota Padang,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis islam, Volume 2, Nomor 1,
(Janauari-Juni 2017,) Email: japeri.jarabl19@gmail.com
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168.000 yang disebabkan oleh perluasan proyek “Masjidil Haram”. Kalaupun
jumlah kuota tersebut pada akhirnya menjadi normal pada tahun pada 2017.
Menurut data dari Kemenag pada tahun 2010 Indonesia mendapatkan kuota haji
dengan jumlah 221.000 dan telah disepakati dan tertulis dalam MoU Ibadah
Haji.™® Namun berkurangnya kuota haji pada tahun-tahun tersebut berakibat pada
panjangnya waiting list pada tahun seteklahnya. Oleh sebab itu, Kementerian
Agama Fachrur Razi merekomendasikan kepada Menteri Haji Arab Saudi
Muhammad Saleh bin Thahir Benten untuk menambahkan kuota haji sebanyak 10
ribu. Namun terkait dengan permintaaan tersebut, sampai saat ini pihak Arab

Saudi masih belum menyetujui.**

Sudah disinggung dalam paragraf sebelumnya, bahwa melaporkan tindakan
Arab Saudi ke ICJ hanya akan memperburuk hubungan diantara kedua negara.
oleh sebab itu, negosiasi terkait dengan penambahan kuota haji bisa jadi gagal
atau bahkan lebih buruknya tidak akan ada pemberangkatan haji pada tahun-tahun
setelahnya. Hal tersebut terjadi kepada jamaah haji Iran, kegagalan negosiasi dan

memanasnya hubungan antara Arab Saudi dan Iran menyebabkan 63 ribu calon

1% Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh “Tahun

2020, Indonesia Dapat Kuota Jemaah Haji 221 Ribu,” https://haji.kemenag.go.id/v3/content/tahun-
2010-indonesia-dapat-kuota-jemaah-haji-221ribu ,Modifikasi Terakhir: 11 Desember 2019,
Diakses: 18 Desember 2019

1% Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh “Tahun
2020, Indonesia Dapat Kuota Jemaah Haji 221 Ribu,” https://haji.kemenag.go.id/v3/content/tahun-
2010-indonesia-dapat-kuota-jemaah-haji-221ribu ,Modifikasi Terakhir: 11 Desember 2019,
Diakses: 18 Desember 2019,
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105

jamaah haji Iran terancam gagal berangakat.”™ Kalaupun beberapa negosiasi telah

dilakukan, namun tetap saja tidak bisa meredam konflik diantara keduanya.

Keempat, tidak adanya pengiriman Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi,
konsekuensi negatif setelahnya adalah pemutusan pengiriman Pekerja Migran
Indonesia ke Arab Saudi. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 257,9 juta
jiwa pada tahun 2017'%dan jumlah pengangguran yang mencapai 5,50 atau
sebanding dengan 55,000 sampai 7,32 juta jiwa,®’ membuktikan bahwa negara
Indonesia belum mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai
dengan standart hidup nasional. Oleh sebab itu, pengiriman pekerja migran ke
luar negeri seperti Arab Saudi menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam

pembangunan ekonomi nasional.

Kelima, membawa kasus tersebut ke ICJ tidak menjamin Arab Saudi jera dan
berubah. Jika dalam kasus masa lalu, Amerika Serikat langsung berisiatif untuk
membuat kerjasama bilateral Mandatory Concular Notification sebagai turunan
dari Pasal 36 dan 37 Konvensi Wina 1963 dengan negara lain yang disebabkan
oleh pemberian sanksi yang diberikan 1JC atas kejahatannya karena lebih
menetapkan hukum nasional dan melalaikan Konvensi tersebut dengan cara

mengeksekusi mati Warga Negara Jerman, Paraguay dan Meksiko, maka tidak

195 Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, “Pengaruh Kuota Terhadap Daftar

Tunggu Naik Haji Kota Padang,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis islam, Volume 2, Nomor 1,
(Janauari-Juni 2017,) Email: japeri.jarabl9@gmail.com
196 Statistik  Indonesia 2017, “Data statistik Demografi Indonesia 2017”7

https://www.bps.qo.id/publication/2016/06/29/.../statistik-indonesia-2016.html, Modifikasi
Terakhir: 26 Juli 2017, diakses pada: 28 Februari 2019,
107 CEIC ,”Indonesia Unemployment Rate”,

https://www.ceicdata.com/en/indicator/indonesia/unemployment-rate, Modifikasi Terakhir : 01
Agustus 2018, diakses pada: 10 September 2018,
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ada yang menjamin bahwa Arab Saudi akan melakukan tindakan yang sama.
Menurut penuturan ibu Dewi, Arab Saudi merupakan negara yang pintunya
tertutup dan sulit untuk dimasuki, mereka negara dengan konstitusi Sharia yang
akan tetap melakukan hukum islam kepada siapapaun yang masuk ke negara
tersebut sesuai dengan hukum yang telah berlaku disana. Hal ini sesuai dengan
penuturan Duta Besar Arab Saudi di Indonesia Osama bin Muhammed Abdullah
Al Shuaibi, ketika beliau ditanya mengenai eksekusi mati yang dilakukan oleh
pemerintahnya tanpa notifikasi, Osama berdalih bahwa Arab Saudi hanya

menjalankan hukum yang berlaku di negaranya.'®®

(2) Tindakan “Halus” dengan Cara Protes

a. Konsekuensi Positif

Sesuai dengan apa yang di kampanyekan oleh Presiden Joko Widodo,
Indonesia merupakan negara yang akan menggunakan strategi diplomasi dalam
setiap permasalahan internasional. mengenai kasus yang diangkat oleh peneliti
yaitu diberlangsungkannya eksekusi mati terhadap Pekerja Migran Indonesia
tanpa notifikasi oleh otoritas Arab Saudi. Sebagai negara yang berkomitmen
untuk melindungi segenap bangsanya baik itu yang ada didalam maupun diluar
negeri, sikap protes sebagai bentuk diplomasi merupakan hal yang wajar
dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena terdapat warga negaranya yang

diberlakukan seperti tak semestinya.

108 «Tyti Tursilawati: Arab Saudi Eksekusi TKI Tanpa Pemberitahuan, Indonesia Protes”,
BBC.com, 31 Oktober 2018, diakses pada 17 Oktober 2019, https://bbc.com/indonesia/indonesia-
46030543,
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Pertama, perselisinan dalam bidang ketenagakerjaan hampir tak lepas dari
hubungan Indonesia dengan Arab Saudi. Namun disamping itu, penyelesaian
masalah yang dilakukan secara halus tidak membawa dampak yang buruk
terhadap hubungan keduanya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh
Osama Muhammad Abdullah, Duta Besar Arab Saudi di Indonesia yang telah
peneliti verifikasi kepada narasumber bahwa adanya perselisihan ketenagakerjaan
dan pelayangan nota protes Indonesia kepada Arab Saudi tidak berdampak buruk
terhadap hubungan keduanya atau bisa dikatakan bahwa hubungan antara

Indonesia dengan Arab Saudi masih baik-baik saja.'*

Kedua, tetap bisa melakukan negosiasi. Seperti yang kita tahu Arab Saudi
merupakan negara yang memiliki hukum kaku. Tidak adanya ketentuan hukum
nasional Arab Saudi terkait dengan pemberian notifikasi kepada pemerintah
negara tersangka menjadi batu sandungan bagi Indonesia.Oleh sebab itu negosiasi
diperlukan agar Arab Saudi mau menghargai keinginan Indonesia dengan
mempertimbangkan Konvensi Wina 1963 Pasal 36. Pelayangkan nota protes
dianggap menjadi hal yang sepatutnya dilakukan karena Indonesia tetap bisa
melakukan negosiasi kepada Arab Saudi dan mendesak pihak Arab agar
kedepannya tidak akan ada lagi kejadian serupa seperti kosongnya notifikasi dan
Arab Saudi berkenan untuk memberikan notifikasi kekonsuleran lebih awal
kepada pihak Indonesia atas eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia di Arab

Saudi.

1% Antara, "Dubes Arab Sebut Hukuman Mati Tuti Tak Pengaruhi Hubungan Indonesia-
Saudi’,  Nasional OKEZONE, 13 November 2018, diakses pada 17 Oktober 2019,
https://nasional.okezone.com/amp/2018/11/13/337/1977413/dubes-arab-sebut-hukuman-mati-tuti-
tak-pengaruhi-hubungan-indonesia-saudi ,
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Ketiga, sikap protes ditujukan agar Arab Saudi mengetahui tentang posisi dan
concern Indonesia. Kosongnya pemberitahuan atas eksekusi mati Pekerja Migran
Indonesia bukan hanya terjadi pada periode 2018 saja namun juga sudah terjadi
pada periode 2015 dan 2011 dengan jumlah korban 5 orang, selama itu pula
pemerintah Indonesia sudah menekan kepada pihak Arab Saudi untuk
kedepannnya memberikan notifikasi . Namun kejadian tersebut terus terulang
hingga membuat pihak Indonesia berkali-kali merasa kecewa.

..... Sebagai negara yang bersahabat erat tentunya kita kecewa

degan apa yang mereka lakukan..sebenarnya yang menjadi

masalah bukan eksekusinya, melainkan tanggal dari eksekusi

itu. Kita menyayangkan, karena sebagai negara dengan

hubungan persahabatan yang baik seharusnya Arab Saudi

melakukan people to people kepada Indonesia. itu yang kita

mau, protes dari kemaren supaya itu™*
terang ibu Dewi. Sebagai negara yang bersahabat baik pemerintah Arab Saudi
mau melakukan people to people dengan Indonesia baik melalui lisan aupun
tulisan. Disini penulis melihat bahwa sikap protes tersebut merupakan bentuk
ketidaksukaan Indonesia atas apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi.
Bentuk ketidaksukaan yang direpresentasika dalam bentuk protes tersebut jika

terus menerus dilakukan kemungkinan akan membuat Arab Saudi menjadi

tertekan dan tidak akan melakukan kejadian serupa dimasa yang akan datang.

Keempat, kalaupun Arab Saudi telah melanggar kebiasaan Internasional,
namun serta merta Indonesia tidak bisa mengintervensi Arab Saudi untuk

melakukan notifikasi atas eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia. Hal tersebut

19 Hasil Wawancara dengan Divisi Bantuan Hukum Warga Negra Indonesia Wilayah

Arab Saudi Kemlu pada Kamis, 11 Juni 2019 jam 16:00
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dikarenakan hukum nasional Arab Saudi yang tidak mewajibkan adanya
pemberian notifikasi kepada pemerintah Warga Negara Asing apabila terdapat
Warga Negara Asing yang akan dicksekusi mati. “Kita hanya protes, kalaupun
mereka seperti semena-mena eeh karena ketidak-adanya notifikasi tersebut
memang karena hukum mereka yang seperti itu, itu kedaulatan mereka jadi kita
tidak bisa melakukan intervensi....”*** kedaulatan yang dimaksudkan disini
adalah kedaulatan internal yaitu hak eksekutif negara untuk membentuk tatanan

negara, hukum tanpa intervensi negara asing.

Kedaulatan sangat erat kaitannya dengan wilayah/yurisdiksi, hal tersebut
dikarenakan dalam yurisdiksi lah negara mampu untuk menjalankan hak dan
kewajibannya untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan aturan-aturan
yang hanya berlaku dinegaranya tanpa adanya campur tangan asing. Yurisriksi
biasanya diimplementasikan melalui beberapa aturan dan hukum yang berlaku di
negara tersebut, dan beberapa penegak hukum apabila hukum tersebut dilanggar
secara pidana maupun perdata. Bukan hanya warga negara lokal namun Warga
Negara Asing juga harus patuh dengan hukum dari negara yang ditempati tersebut
jika melihat dari istilah Romawi “ qgui in territorio meo est, etiam meus subditus

es” dan territori."**Hal tersebut juga sesuai dengan Konvensi Montevideo Pasal 9

! Hasil Wawancara dengan Divisi Bantuan Hukum Warga Negara Indonesia Wilayah

Arab Saudi Kemlu pada Kamis, 11 Juni 2019 jam 16:00

"2 Nurul Fauzia Said, ” Mandatory Concular Notification Sebagai Upaya Peningkatan
Perlindungan Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” (Skripsi
Hukum,Universitas Airlangga,2016), 32.
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tahun 1933 maka penduduk lokal maupun penduduk asing akan dihukum dan

diperlakukan sama dalam hukum dinegara yang mereka tempati.**?

Bukan hanya itu, Ibu Dewi juga menekankan bahwa Indonesia juga tidak mau
apabila hukum nasionalnya mendapatkan intervensi dari pihak asing. Oleh sebab
itu Indonesia berupaya untuk melakukan negosiasasi secara terus menerus agar
pihak Arab Saudi mau memberikan notifikasi terlebih dahulu kedepannya atas

dasar hubungan persahabatan keduanya.

b. Konsekuensi Negatif

Konsekuensi dalam rational choice theory selalu berbicara tentang untung dan
rugi dari opsi yang telah ditentukan sebelumnya. Sikap protes juga memiliki
dampak yang buruk di dalamnya. Dampak negatif tersebut merupakan anggapan
masyarakat tentang sikap Indonesia yang dirasa kurang tegas. Pelayangan protes
yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah terjadi sejak kasus Ruyati binti
Satubi yaitu Pekerja Migran Indonesia yang eksekusi mati tanpa notifikasi di
Arab Saudi pada tahun 2011. Pelayangan nota prots tersebut dianggap oleh
sebagaian kalangan seperti Migran Care, LBH, ICJR sebagai sikap yang kurang
tegas karena Pekerja Migran Indonesia telah diberlakukan seenaknya dengan
hitungan lebih dari tiga kali oleh Pemerintah Arab Saudi. Hal tersebut bisa kita
lihat bahwa dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Fitri Lestari
selaku Divisi Bantuan Hukum Migrant Care pemerintah Indonesia seharusnya

lebih tegas dalam merespoin Arab Saudi, karena Arab Saudi bukan hanya

3 Ademola Abass, Complete Internatioanl Law: Text, Cases, and Materials, ( Oxfrod

University Press: New York,) 271.
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melanggar Hak Asasi Manusia namun juga sudah berkali-kali melanggar kode
etik diplomasi. Indonesia seharusnya melakukan tindakan yang lebih ekstrim
seperti persona non grata.’** Sedangkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
mendorong pemerintah Indonesia untuk melaporkan tindakan Arab Saudi tersebut
kepada PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) karena telah melanggar hukum
Internasional yaitu Konvensi Wina yang telah mereka ratifikasi.**> Farouk
Abdullah Alwyni, Ketua Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP
Parta Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan menghimbau kepada pemerintah
Indonesia umtuk menarik semua staf yang ada di Arab Saudi agar Arab Saudi
tidak lagi meremehkan Indonesia.**® Anggara Suwahju selaku Direktur Eksekutif
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga melihat bahwa tindakan Arab
Saudi yang berkali-kali telah melanggar proses eksekusi mati secara kebiasaan
Internasional ini seharusnya ditempuh dengan cara yang tegas dan dibawa ke level
yang lebih serius dalam ranah internasional, bulan hanya melakukan protes dan

memanggil Duta Besar Arab Saudi.**’

% Hasil Wawancara dengan Divisi Bnatuan Hukum Migrant Care Indonesia pada Rabu,

10 Juli 2019 jam 10:00,

115 «Eksekusi Mati Tuti Tanpa Notifikasi, Pemerintah Arab Saudi Dinilai Langgar Hukum
Internasional”, Kompas.com, 03 November 2018, diakses pada 17 Oktober 2019,
https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/11/03/14392241/eksekusi-mati-tuti-tanpa-notifikasi-
pemerintah-arab-saudi-dinilai-langgar,

¢ Achmad Fardiansyah, “Ternyata Sudah 5 Kali TKI Dihukum Mati Tanpa Notifikasi
Seperti Tuti Tursilawaty” Nasional OKEZONE, 04 November 2018, diakses pada 17 Oktober
2019, https://nasional.okezone.com/read/2018/11/04/1973165/ternyata-sudah-5-kali-tki-dihukum-
mati-tanpa-notifikasi-seperti-tuti-tursilawaty,

' Rofiq Hidayat, “DPR Desak Pemerintah Buat Perjanjian Notifikasi dengan Arab
Saudi,”” HUKUM ONLINE.com, 31 Oktober 2018, diakses pada 17 Oktober 2019,
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5bd96daf01238/dpr-desak-pemerintah-buat-perjanjian-
notifikasi-dengan-arab-saudi/
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Opsi Indonesia dalam merespon eksekusi mati tanpa-notifikasi
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D. Pilihan

Sebagai representasi dari individu yang berfikir secara rasional, negara akan

memilih opsi mana yang memiliki keuntungan yang lebih besar (value

maximizing) dan sesuai dengan kepentingan nasional. Jika konsekuensi berbicara

tentang costs dan benefit dari kedua opsi, maka pilihan berbicara tentang

konsekusensi dengan melihat keuntungan yang lebih besar yang sesuai dengan

tujuan dan kepentingan nasional. jika melihat dari konsekuensi dengan memilah
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antara untung dan rugi antara kedua opsi, maka cara lunak dengan cara protes
dianggap sebagai pilihan yang lebih menguntungkan secara rasional dan objektif
dengan sebab-sebab: pertama, bukan hanya hukum nasional Arab Saudi yang
tidak mewajibkan untuk memberikan notifokasi kepada pemerintah Warga Negara
Asing apabila akan melakukan eksekusi mati kepada Warga Negra Asing, hamun
perlu diketahui bahwa Arab Saudi juga tidak pernah melakukan kerjasama MCN
dengan negara manapun, hal ini tentu saja membutuhkan cara negosiasi agar Arab
Saudi mau melakukan kerjasama tersebut, dan membawa kasus tersebut ke 1CJ
tidak menjamin mereka untuk langsung menandatangani kerjasama tersebut
seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat di masa lalu. bukan hanya Arab
Saudi namun beberapa negara lain juga merasa sulit untuk melakukan kerjasama
MCN karena adanya privacy act yang merupakan anggapan bahwa data orang
asing yang ada di negaranya termasuk dokumen rahasia negara. hal ini sesuia
dengan apa yang dikatakan oleh ibu Dewi dalam awawancara dengan peneliti
bahwa:

....dulu Indonesia pas mau melakukan kerjasama MCN dengan

negara lain juga sulit mbaak, karena memang ya itu kan

privacy act negara masing-masing, apalagi Arab Saudi yang

tidak permah melakukan kerjasama itu dengan negara

manapun, jadi ya perlu negosiasi yang lama, makanya kita

protes, menekan da memberitahu mereka bahwa kita kecewa

dan kedepannya mereka mau melakukan notifikasi baik lisan

maupun tulisan.....”. 8

Sedangkan dengan cara protes Indonesia tetap menghargai adanya hukum

nasional Arab Saudi dan pertimbangan privacy act Arab Saudi namun disisi lain

% Hasil Wawancara dengan Divisi Bantuan Hukum Warga Negara Indonesia Wilayah
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tetap mengeluarkan aksi dan posisi ketidaksukaan Indonesia atas eksekusi mati
yang dilakukan oleh otoritas Arab Saudi kepada Pekerja Migran Indonesia tanpa
adanya notifikasi. Jadi istilahnya pihak Indonesia tetap bisa melakukan negosiasi
secara berulang kali agar Arab Saudi tau tentang posisi Indonesia yang tidak
menyukai tindakan Arab Saudi yang telah mengeksekusi Pekerja Migran

Indonesia tanpa notifikasi.

Kedua, penandatangan MCN merupakan usaha Indonesia untuk mempererat
kerjasama diantara keduanya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Osama
Muhammad Abdullah Duta Besar Arab Saudi di Indonesia dalam berita setemat
yang telah diklarifikasi oleh peneliti dalam wawancara ke Direktorat Perlindungan
Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementeran Luar Negeri
bahwa pelayangan nota protes Indonesia tidak mempengaruhi hubungan baik
antara Indonesia dengan Arab Saudi.™® Hal ini bisa dilihat bahwa pelayangan
protes merupakan negosiasi terbaik agar Arab Saudi mau menandatangi kerjasama
MCN. Jika semisal Indonesia membawa kasus tersebut kepada ICJ, maka bisa
jadi hubungan Indonesia dengan Arab Saudi akan memburuk dan tujuan
penandatangan kesepakatan MCN tersebut akan sulit sekali terjadi bahkan tidak
akan pernah terjadi karena terputusnya hubungan persahabatan diantara keduanya.
Padahal tujuan Indonesia adalah untuk mempererat kerjasama. Konsekuensi
negatif dalam opsi pertama lebih besar, hal ini bisa dijelaskan bahwa Arab Saudi

bukan hanya akan memutuskan hubungan persahabatan saja namun Arab Saudi

1% Antara, "Dubes Arab Sebut Hukuman Mati Tuti Tak Pengaruhi Hubungan Indonesia-

Saudi”, Nasional OKEZONE, 13 November 2018, diakses pada 17 Oktober 2019,
https://nasional.okezone.com/amp/2018/11/13/337/1977413/dubes-arab-sebut-hukuman-mati-tuti-
tak-pengaruhi-hubungan-indonesia-saudi
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bisa saja menghentikan kerjasama pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab

Saudi, dan hal tersebut tentu saja sangat merugikan pemerintah Indonesia.

Ketiga, pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 menjadi dasar konstitusi sikap
damai Indonesia dalam konflik internasional. Sesuai dengan konstitusi Indonesia
dalam UUD 1945 alenia ke-4 yang secara gamblang mengatakan bahwa Indonesia
akan ikut melaksanakan ketertiban dunia (world order) yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, menjadi dasar dari tindakan
halus Indonesia dalam menghadapi polemik dalam dunia internasional.Dalam
menghadapi  konflik dengan Arab Saudi tentan eksekusi mati Pekerja Migran
Indonesia yang pada tahun 2018 sudah mencapai periode ketiga, Indonesia lebih
memilih untuk menggunakan cara “halus” karena hal tersebut sesuai dengan
konstitusi Indonesia. Kalaupun banyak usulan dari rakyat terutama LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat) yang concern terhadap hak pekerja migran
kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah Indonesia bersikap lebih tegas
dengan membawa kasus eksekusi mati tanpa notifikasi yang dilakukan oleh Arab
Saudi ini ke 1CJ ataupun melakukan tindakan persona non grata'?’. Namun sesuai
dengan konstitusi dan kepentingan nasional Indonesia agar Arab Saudi mau
menandatangani kerjasama MCN, Indonesia lebih memilih untuk melakukan

tindakan “halus” dengan cara protes.

120 Friski Riana, “Migrant Care: Arab Saudi Eksekusi Mati Tuti Tanpa Pemberitahuan,”

30 Oktober 2018, Nasional Tempo, diakses pada 15 November 2019,
https://nasional.tempo.co/read/1141305/migrant-care-arab-saudi-eksekusi-mati-tuti-tanpa-

pemberitahuan,
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Oleh sebab itu, tanggapan “halus” Indonesia dengan cara protes dianggap
lebih objektif dan rasional karena memiliki keuntungan yang lebih besar dan
sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia yaitu untuk menghentikan adanya
kasus serupa seperti eksekusi mati tanpa notifikasi di Arab Saudi di kemudian hari
dengan cara mengajak Arab Saudi untuk melakukan kerjasama Mandatory

Concular Notification (MCN).
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sikap protes yang dilayangkan oleh pemerintah Indonesia dalam kasus
eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia tanpa adanya notifikasi oleh pemerintah
Arab Saudi dikarenakan oleh tujuan pemerintah Indonesia yang ingin tetap
menjaga hubungan baik dengan Arab Saudi, agar Arab Saudi mau
menandatangani kerjasama MCN sehingga kasus eksekusi mati tanpa notifikasi
tidak akan terjadi dikemudian hari. Sebenarnya Indonesia memiliki pilihan untuk
membawa kasus tersebut ke ICJ mengingat bahwa eksekusi mati Zaini Misrin dan
Tuti Tursilawati merupakan periode ketiga dari tindakan semena-mena tersebut.
Namun Indonesia lebih memilih untuk tetap menjaga hubungan baik dengan
melakukan cara protes melalui pertimbangan: pertama, tidak memperburuk
hubungan ketenagakerjaan antara Indomesia dengan Arab Saudi. Kedua, tetap
bisa melakukan negosiasi agar kedepannya pemerintah Arab Saudi mau
memberikan notifikasi sebelumnya. Ketiga, agar Arab Saudi mengetahui posisi
dan concern Indonesia dengan tujuan supaya mereka mau mempertimbangklan
untuk memberikan notifikasi dengan lebh baik sebelum dilaksanakannya eksekusi
mati ke depannya. Keempat, Indonesia tetap menghormati adanya hukum nasional
Arab Saudi tanpa melakukan intervensi, karena sebagai negara berdaulat sendiri
Indonesia tidak mau jika hukum nasionalnya di intervensi oleh negara lain. Bukan

hanya itu jalan diplomasi juga dipilih oleh Indonesia karena sesuai dengan
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konstitusi bangsa Indonesia yang lebih menyukai cara-cara damai dalam
menyelesaikan perselisinan. Meskipun demikian, diplomasi tersebut dilakukan

dengan tetap mengandung unsur koersi.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini peneliti masih banyak
kekurangan baik secara tulisan maupun secara analisis. Oleh sebab itu peneliti
memiliki beberapa saran yang akan diberikan kepada beberapa pihak antara lain:
pertama, saran kepada pihak yang memiliki minat yang sama kedepannya.
Peneliti memiliki saran agar kedepannya pihak-pihak yang memiliki minat untuk
melakukan penelitian yang serupa dengan apa yang dilakukan peneliti sekarang
bisa membahas eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia tanpa adanya notifikasi
resmi oleh Arab Saudi dari sudut pandang Arab Saudi. Hal tersebut disebabkan
peneliti merasa kesulitan dalam memperoleh dara primer untuk melakukan
wawancara secara langsung kepada pihak Kedutaan Besar Arab Saudi di
Indonesia. Hal tersebut menyebabkan peneliti berkendala dalam menelisik dan

menguak pembahasan tersebut.

Kedua, saran kepada pemerintah. Peneliti memiliki rekomendasi kepada
pemerintah tentang apabila tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
pada saat ini ternyata tidak membuat Arab Saudi mau melakukan kerjasama MCN
dengan Indonesia. mengingat bahwa ini sudah memasuki periode ketiga maka

seharusnya pemerintah Indonesia mengambil tindakan yang lebih tegas



97

dikemudian hari apabila terdapat kasus yang serupa dengan membawa kasus ini

ke ICJ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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